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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Makassar merupakan ibu kota dari Provinsi Sulav@&slatan dimana
merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Makgang dikenal sebagai kota
Daeng ini, memiliki penduduk sebesar kurang lebjB51juta jiwa. Dalam
perkembangan Kota Makassar masih meninggalkan d&edermasalah
kesenjangan sosial, salah satunya permasalahaur@iaw

Secara geografis Kota Makassar berada pada kobrdimara 119° 18
27,79 — 119° 32 31,03 Bujur Timur dan antara 5% 30,81 — 5° 14 6.49
Lintang Selatan, atau berada pada bagian barat Balau Sulawesi dengan
ketinggian dari permukaan laut berkisar antara B5-m. Karena berada pada
daerah khatulistiwa dan terletak di pesisir paBtlat Makassar, maka suhu udara
berkisar antara 20° C — 36° C, curah hujan ant@@02- 3.000 mm, dan jumlah
hari hujan rata-rata 108 hari pertalfanklim di kota Makassar hanya mengenal
dua musim sebagaimana wilayah Indonesia lainnydy yausim hujan dan
musim kemarau. Musim hujan berlangsung dari bulkioli®r sampai April yang
dipengaruhi muson barat — dalam bahasa Makassabullidara’ dan musim
kemarau berlangsung dari bulan Mei sampai dengpte®®er yang dipengaruhi

angin muson timur dalambahasa Makassar disebatdim

22 ikipedia Bahasa Indonesia, “Letak Geografis Kbtakassar”, senin 28 Oktober
2013, 13.41 WIBhttp://www.wikipedia/letak.geografis.kota.makassar.html.




Ada yang mengira bahwa Makassar adalah identiksdammpun dengan
suku Bugis bahwa istilah Bugis dan Makassar adalah istikafgydiciptakan oleh
Belanda untuk memecah belah. Hingga pada akhirnya kejatuKarajaan
Makassar pada Belanda, segala potensi dimatikangingat suku ini terkenal
sangat keras menentang Belanda. Di mana pun méeskemu Belanda, pasti
diperanginya. Beberapa tokoh sentral Gowa yang haknmenyerah seperti

Karaeng Galesondijrah ke Tanah Jawa. Bersama armada lautnya parigsa,

memerangi setiap kapal Belanda yang mereka temah Karena itu, Belanda
yang saat itu dibawah pimpin&pellmandengan julukan "Si-Bajak-Laut"

Daerah provinsi daerah Sulawesi Selatan yang a&rlatikawasan
Indonesia bagian timur, dikenal sebagai daerah y@idmmi oleh lima etnis
utama. Lima etnis utama yang mendiami daerah psovBulawesi Selatan
meliputi etnis To-Ugi (Bugis), To-Menre (Mandar)p-Raja (Tana Toraja), To-
Maspul (Enrekang), dan To-Mangkasara (MakasSake lima etnis tersebut,
masing-masing memiliki ciri khas budaya yang beabbédda antara satu dengan
lainnya.

Sebagai penanda yang signifikan atas perbedaarcidakhas etnis di
Sulawesi selatan adalah bahasa yang mereka guffaResuai dengan etnis yang
ada, maka di daerah Sulawesi selatan dikenal adangabahasa, yaitu bahasa
bugis, Mandar, Toraja, Enrekang dan bahasa MakaBsdbedaan selain bahasa

yang cukup signifikan dari tiap-tiap etnis yangdegat di daerah Provinsi

BMattulada, 1995)“atoa Satu Lukisan Analisis Terhadap AntropologiitikoOrang
Bugis”, Ujung Pandang; Hasanuddin University Press, HIm. 5.

24 Goenawan Monoharto, 2003gnitradisional Sulawesi Selatarilakassar: Lamacca
Press, him.3.



Sulawesi Selatan, juga dapat ditunjukkan melaldialya adat istiadat dan budaya
seni tradisionalnya.

Daerah kabupaten Gowa adalah salah satu daerapdtabuyang sangat
laju tingkat perkembangannya, dibandingkan dengaerath kabupaten lainnya
yang dihuni oleh masyarakat etnis Makassar. Lajupgekembangan daerah
kabupaten Gowa diduga disebabkan oleh dua faktibu yaktor historis dan
faktor geografis. Secara historis, daerah kabup&ewa adalah daerah pusat
pemerintah kerajaan yang pernah mengalami masaydegja di masa
pemerintahan Raja Gowa yang ke IX, dibawah kekumapaaerintah seseorang
raja yang bernama Daeng Matanre karaeng Mangnguinfwmaparisi Kallonna
(1510-1546)° Begitu hangatnya raja ini sehingga masa pemegntaa dipuji
sebagai sebuah masa pemerintahan yang bethadiiskipun raja yang ke I ini
sebagai pembawa kejayaan kerajaan Gowa, akan tetapa rajanya yang
terkenal di seluruh nusantara adalah raja Gowa yéwfj yang bernama |
Mallombassang Daeng Mattawang Karaeng Bontomangngalpan Hasanuddin
Tumammenanga Ri Balla Pangkana deengan masa paharinpada tahun
1653-1669

Kedua faktor di atas, yaitu faktor historis dangyadis, berpengaruh besar
terhadap sendi kehidupan dan budaya masyarakanpsgtie secara geografis

daerah Kabupaten Gowa memiliki batas-batas wilayafg sangat starategis

% gyahrul Yasin Limpo, 1995, Profil, Budaya Dan Pariwisata Gowa”’Gowa:
Pemerintah Dati Il Gowa Dan Yayasan Eksponen 19&&&HIm. 3.

% | eonard Y. Andaya, 2004Varisan Arung Palakka: “Sejarah Sulawesi Selatarméb
17 (Terj.)”, Nurhani Siri Morok, Inninawa,Makassar, Him. 30.

?Hasil Pencatata@ilsilah Raja-Raja Gowd&ada Tanggal 17 April 1997 Di Museum
Balla Lompoa Gowa.



karena berbatasan dengan bebagai daerah tingka Limgkat Il di Sulawesi
Selatan, seperti pada bagian utara kabupaten Gematasan dengan kotamadya
Makassar (Ibukota provinsi Sulawesi Selatan) dambugaten Maros, sebelah
timur perbatasan dengan daerah Kabupaten sinjdykBmba Takalar dan
Jeneponto, sedangkan pada bagian barat berbatsganddaerah kota Makassar
dan Kabupaten Takal4}.

Maraknya tingkah laku agresif akhir-akhir ini yardilakukan para
mahasiswa kota Makassar merupakan sebuah kajiag nyanarik untuk dibahas.
Perkelahian antar mahasiswa yangpada umumnya sarggagikan dan perlu
upaya untuk mencari jalan keluar dari masalah it#uasetidaknya dapat
dikurangi. Perkembangan teknologi yangt erpusat apddta Makassar
mempunyai korelasi yang erat dengan meningkatnydake agresif yang
dilakukan oleh mahasiswa,

Salah satu bentuk tawuran antar mahasiswa yangkntaradi di kota
Makassar adalah perkelahian antar kelompok mahasissebut dengan istilah
tawuran. Kata tawuran mengandung pengertian yaitkelbahinya dua kelompok
siswa atau pelajar secara massal disertai kataykaig meredahkan dan perilaku
yang ditujukan untuk melukai lawannya.

Tawuran merupakan suatu tindak kekerasan yang ullidgek oleh
sekelompok oknum, mahasiswa, masyarakat maupunatag@merintahan
merupakan suatu tindak hukum yang harus ditelusedara jelas. Dikota

Makassar sendiri tawuran telah menjadi suatu frgdisg sangat umum terjadi,

% Hasbullah Djabbar, 2003Gbwa Dalam Angka 2002Gowa:BPS Gowa, Him 3.



perilaku yang menyimpang ini biasanya diakibatkksi onasalah sepele atau bisa
saja disebabka oleh dendam setiap individu.

Tawuran yang melibatkan oknum, mahasiswa sebad@akpeembahasan
didalam tulisan ini, merupakan permasalahan yamgshdiangkat kepermukaan
dikarenakan aksi negatif (anarkis) para mahasisaveydk sekali menimbulkan
kerugian, yakni seperti mengganggu ketertibanllatas, menggaggu masyarakat
yang bermukim disekitar kampus, banyak fasilitaslifas umum yang rusak dan
bahkan dari aksi tawuran ini tak sedikit banyakigaban luka-luka hingga
korban tewas.

Tawuran mahasiswa merupakan musuh bersama yang tdmentikan.
Hal ini karena tawuran pelajar dapat menghambatand@pan generasi muda
dalam meraih cita-cita. Tawuran antar mahasiswaotanm masyarakat maupun
oknum penegak keadilan bisa dikenai ancaman hukydamna, bisa dijerat Pasal
2 Undang-undang Darurat No 12 Tahun 1951 dengamnzent lima tahun
penjara. Menurut KUHP (Kitab Undang-undang HukurndaRa) menyebutkan
pada Pasal 170 KUHP mengatur tentang sanksi hukagi para pelaku
kekerasan terhadap orang atau barang di muka umam Pédsal 351 jika
perbuatan itu menjadikan mati orangnya, akan dikeakuman penjara selama-
lamanya tujuh tahun dengan penganiayaan disamakansak kesehatan orang
dengan sengaja dan Pasal 355 ayat (1) ke-1 KUH#Pdlisgkan dengan Pasal 2
ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1951 yaitu perbuatan sac@npa hak membawa
Bayonet(segala jenis senjata), mahasiswa yang melakukagamiayaan berat

saat tawuran bisa diancam Pasal 355 KUHP dengamntark 12 tahun penjara



atau adapun yang melakukan turut campur dalam pmmyan atau perkelahian
maka dapat dipenjara selama-lamanya dua tahun atelaplan. Pada saat
bersamaan masyarakat hanya bisa menyaksikan keketami kekerasan terjadi
dihadapan mereka. Dan seringkali mencaci perbuatareka tanpa berusaha
mencari solusi yang bijakakan permasalahan terséhbernojokkan mereka dari
sudut pandang negatif permasalahan yang ada. Saalahseperti seorang
terdakwa yang telah mendapat vonis hukum, yangstikga sebentar lagi akan
dimasukkan kedalam penjara. Padahal sebenarny& tllaa dikatakan
sepenuhnya bahwa kesalahan itu berasal dari dalanatdu faktor internal
Mahasiswa sendiri. Masyarakat yang peduli terhalilagkungan mahasiswa
menjadi sangat penting untuk menciptakan suasang Yersahabat dengan
mereka. Masyarakat sering tidak peka terhadap megpag ditimbulkan oleh
oknum mahasiswa. Sehingga tidak sedikit mahasisveagaiami semacam
depresi yang berupa tekanan pribadi guna menunjukélaeradaan mereka dalam
suatu pengalaman pribadi.

Sebenarnya jika merujuk jauh lebih dalam lagi, nesag salah satu akar
permasalahan tawuran yang terjadi dibeberapa kanypng berada dikota
Makassar disebabkan karna tingkatan emosionalpsigttividu mahasiswa yang
kurang diminimaliskan, dan kurangnya pemahaman agdani setiap individu
yang mengakibatkan terjadinya tawuran yang banyadibatkan oknum
mahasiswa itu sendiri dan oknum masyarakat yang@daedisekitar kampus

tersebut.



Akibat dari tawuran yang dipicu karena tingkat eiooal setiap pribadi
mahasiswa yang tidak terkendali mengakibatkan, dedtan yang parah pada
kendaraan, gedung atau rumah warga yang rusak karkena lemparan batu.
Tawuran antar mahasiswa, mahasiswa dengan maslyatakanahasiswa dengan
aparat keamanan, mengakibatkan trauma pada mabhagmsmg tidak terlibat
didalam tawuran tersebut, dan juga menurunkan tlsalpendidikan serta
merusak setiap individu generasi muda. Di mata aragat Makassar,
mahasiswa lebih rendah derajatnya dibandingkan ntukbecak, mengapa
demikian, ini dikarenakan ulah mahasiswa yang jabih buruk ketimbang ulah
tukang becak, yang terpenting adalah bagaimaname@a solusi yang tepat
untuk menyelesaikan persoalan ini. Dalam hal ielursih lapisan masyarakat
yaitu, orang tua, para tenaga pengajar di dalampkandan pemerintah sangat
resah dengan tawuran yang dibuat oleh mahasiswen&gerbuatan mahasiswa
tersebut tidak ada kaitannya dengan unsur-unsuy tgakait dalam pendidikan.

B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan daatuPerkara

Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Massal (Tawuran) ?

2. Bagaimana Penerapan Hukum Dalam Putusan Hakim daphRelaku

Tindak Pidana Kekerasan Massal (Tawuran)?

C. TUJUAN PENELITIAN
Sesuai dengan permasalahan yang diambil, makantdpra penelitian ini

adalah:



1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam MenjatnhiPutusan

Perkara Pidana Terhadap Pelaku Pelaku KekerasasaMa@swuran).

2. Untuk Mengetahui Penerapan Hukum Dalam Putusannialerhadap

Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Massal (Tawuran).

D. TINJAUAN PUSTAKA
1. Pengertian

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkaunaseperilaku, baik
yang terbuka dver) ataut ertutup dover) dan baik yang bersifat menyerang
(offensivg atau yang bersifat bertahaneffensg yang disertai penggunaan
kekuatan kepada orang lain. Kekerasaol¢nce),menurut sebagian ahli disebut
sedemikian rupa sebagai tindakan yang mengakibatkguinya kerusakan baik
fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bemegata dengan hukum, maka
oleh karena itu kekerasan adalah sebagai suatukbegjahatart’

Dalam pandangan klasik suatu tindakan kekerasaiolecd,
menunjukkan kepada tingkah laku yang pertama-taamashbertentangan dengan
undang-undang, baik berupa ancaman saja maupuih sodaupakan tindakan
nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadaga benda atau fisik atau
dapat mengakibatkan kematian pada sesedfang.

Sebagaimana dikatakanRomli Atmasasmita, kekerasan dapat
mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik ataupukigpadalah kekerasan yang
bertentangan dengan hukum. Oleh Karena itu, ke&eramerupakan suatu

kejahatan dengan pola piker tersebut, maka istdekerasan atawiolence

2 Thomas Santos, 200 eori-Teori Kekerasan; Ghalia Indonesia, Jakarta, him. 11.
% Romli Atmasasmita, 1992, Téori Dan Kapita Selekta Kriminologi” Eresco,
Bandung, him. 55.



semakin jelas, kekerasan ini dapat berarti kejahfika bertentangan dengan
undang-undangd

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa, istilatkeka&san di kota
Makassar bukan merupakan kajian yang baru untulcatdkan, masalah ini
sudah ada sejak bertahun-tahun yang lalu. Istiededasan di Makassar akhir-
akhir ini semakin membuming. Masyarakat pun semakiuat resah oleh
tinggah laku sekelompok mahasiswa yang kerap merad@un kekerasan dalam
setiap aksinya.

Menurut Kartini Kartono yang menyatakan bahwa, Gedglinquen
banyak tumbuh dan berkembang di kota-kota besamhdaanggung jawab atas
banyaknya kejahatan dalam bentuk pencurian, pesinsallik orang lain, dengan
sengaja melanggar dan melanggar otoritas orang s@ewarta moralitas yang
konvensional, melakukan tindak kekerasan, menargkuingan dan lain-laiff

Terlebih dahulu penulis menjelaskan perbedaan hakilara penyerangan
dan perkelahian. Menurut M. Sudratjat Bassar pemgan berbeda dengan
perkelahian. Penyerangan berarti suatu perkelatiiamana salah satu pihak ada
yang memulai, sementara perkelahian adalah suakelakian di mana kedua
belah pihak yang terlibat sama-sama saling menitlai.

Pasal 358 KUHP sebagai dasar hukum bagi tindaknpideejahatan
perkelahian kelompok ataupun penyerangan yangukiéak oleh beberapa orang

(lebih dari dua), yang akibatnya ada korban dilsaktu atau kedua belah pihak,

3 Romli Atmasasmitabid., him. 57
32 Kartono Kartinj Patalogi Sosial“Kenakalan Remaja”Jakarta, Rajawali Pers, him.
13.

* Sudratjat Bassar dalam Kartono Kartitfiid., him. 17



di mana korban tersebut menderita luka parah attu Begitu banyaknya orang
yang terlibat (massa), sehingga tidak dapat diketalapa yang telah melukai
atau membunuh orang itu.

Mereka yang terlibat ataupun melibatkan diri dal@erkelahian atau pun
penyerangan kelompok, selain dapat didakwakan aepgaal 358 KUHP juga
dapat pula dikenakan pasal-pasal mengenai pengamagan pembunuhan
bilamana di antara mereka tersebut ada diketalawi @pat dibuktikan sebagai
pelaku yang menyebabkan orang lain (lawannya) pakah atau meninggal.

Meninjau Pasal 358 KUHP lebih jauh, yang diaturadalpasal tersebut
adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan aiadakan penyerangan atau
perkelahian kelompok. Luka parah dan meninggalmgag suatu akibat yang
harus dikenakan hukuman. Mereka yang terlibat dengsksud hendak
melindungi pihak yang lemah atau memisah perketatkiaelompok itu oleh
undang-undang tak dapat dikategorikan sebagai serte dalam perkelahian atau
penyerangan.

Seperti diketahui bersama bahwa suatu proses @egar maupun
perkelahian kelompok dengan sendirinya telah daeakan dan spontanitas,
artinya usulan yang ada sifatnya spontanitas kesmudnereka yang terlibat
maupun melibatkan diri melakukan perencanaan umekgadakan penyerangan
atau perkelahian dengan kelompok lainnya.

Pada Pasal 170 KUHP mengatur tentang sanksi higagnpara pelaku
kekerasan terhadap orang atau barang di muka urdafau boleh dikatakan

pasal ini adalah gabungan Pasal 351 KUHP terpganganiayaan dan Pasal 55
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KUHP tentang turut serta melakukan suatu perbuéamun bila dibandingkan
tentulah berbeda pengertian ataupun tujuan yangidkan oleh Pasal 170 KUHP
dengan Pasal 351 dan 55 KUHP.

Perlu ketelitian dalam penerapan pasal ini, kat@gsa saja menyentuh
ketentuan Pasal 351 KUHP. Maka daripada itu seselgali para penyidik
membuat pasal ini jounto 351 KUHP dan di tingkatyeutan Penuntut Umum
sering memakai jenis dakwaan Alternatif, dimanatinga hakim dapat langsung
memilih untuk menentukan dakwaan mana yang selaraiocok serta sesuai
dengan hasil pembuktian di persidandan.

Objek dari perlakuan para pelaku dalam pasal ikkabusaja haruslah
manusia tetapi dapat saja berupa benda atau bdrarygng menjadi salah satu
perbedaan pasal ini dengan Pasal 351 tentang paggan.

Pasal 170 KUHP berbunyi demikian:

(1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakki&kerasan
terhadap orang atau barang, dihukum penjara sdEmemya lima tahun
enam bulan.

(2) Tersalah dihukum:

1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jikaleagan sengaja
merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukatunyaenyebabkan
sesuatu luka.

2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, Kideerasan itu
menyebabkan luka berat pada tubuh

3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, kpkarasan itu

menyebabkan matinya orang.
(3) Pasal 89 tidak berlaku

Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalaral paissebagai berikut:

*Lilik Mulyadi, 2007,Hukum Acara PidanaCitra Aditya Bakti, Bandung, hin87
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. Barang siapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atéaadi sebagai
pelaku.

. Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan di tempatatien publik dapat
melihatnya

. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-djkitrdua orang atau
lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahpesibuata itu
dilakukan dengan sengajde{ik dolug atau memiliki tujuan yang pasti,
jadi bukanlah merupakan ketidaksengajateiik culpg.

. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga aauwatan jasmani
yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalanalpgasbiasanya terdiri
dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.

. Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harugikhin kepada orang
atau barang sebagai korban

Penggunaan pasal ini tidaklah sama dengan penggupasal 351,

dikarenakan dalam pasal ini pelaku adalah lebihs#dn, sedangkan dalam pasal

351, pelaku adalah satu orang, ataupun dapat debvitsatu orang dengan catatan

dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan. Sesgodapat saja mendapat

perlakuan kekerasan dari dua orang atau lebih itgpapa pelaku tidak

melakukannya bersama-sama atau tidak sepakat gahase untuk melakukan

kekerasan itu, maka hal ini sudah memasuki ranahl Ba1l.

Kekerasan yang dilakukan sesuai Pasal 170 sudtdnéh dilakukan oleh

para pelaku dalam waktu yang bersamaan ataupum dedéktu yang berdekatan
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dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman bethlat tindakan
kekerasan tersebut terhadap orang atau barang.

Perbedaan yang paling mendasar Pasal 170 dengah ¥Hs adalah
dilakukannya tindakan itu di hadapan orang banyalt di ruang publik terbuka,
sedangkan pada Pasal 351 hal ini tidak dibedakaaka# dilakukan di ruang
tertutup untuk umum ataupun di ruang publik terbuka

Ancaman hukuman Pasal 170 ini lebih berat dari ekl 351. Apabila
kita bandingkan pada akibat yang ditimbulkan antezdua pasal ini dengan
ancaman hukumannya, maka kita akan mendapati ancaokaman pada Pasal
170 lebih berat daripada Pasal 351. Pada Pasalik@®&orban mengalami luka
berat maka si pelaku diancam dengan hukuman pesgtama-lamanya sembilan
tahun, sedangkan pada Pasal 351 dengan akibat sgang, yaitu luka berat,
pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lameng tahun. Jika akibat
yang ditimbulkan adalah matinya korban, Pasal 1@8gancam dengan hukuman
penjara selama-lamanya dua belas tahun sedangka Baskhl 351 ancaman
hukumannya adalah hukuman penjara selama-lamajwatahun.

2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan .

Jenis putusan pengadilan ini adalah putusan yangbelgankan suatu
pidana kepada terdakwa karna perbuatan yang didakwserbukti bersalah
melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Dasarspatini adalah Pasal 193

ayat 3 KUHAP berbunyi, Jika pengadilan berpendapdiwva terdakwa bersalah
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melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanyaka pengadilan
menjatuhkan pidan®.

Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minedahnya dua alat
bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa éxd&sarkan atas bukti yang
ada, dan dengan adanya dua alat bukti dan keyakaiam ini, berarti pula syarat
untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi.

Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan yang nnelgg
pemidanaan, hakim harus mempertimbangkan hal-img) geemberatkan dan hal-
hal yang meringankan terdakwa (akan di bicarakala pagian lain). Dan apabila
terdakwanya masih belum mencapai 16 tahun padauwdikhikukan tindak
pidana, maka hakim dapat mempergunakan Pasal 45PK#ig memberikan
beberapa kemungkinan, yakni menjatuhkan pidana, yenehkan kepada
pemerintah tanpa pidana apapun atau menyerahkabaketerdakwa kepada
orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpanpidpapun.

Pengadilan dalam hal menjatuhkan putusan yang nteparaidanaan,
dapat menentukan salah satu dari macam-macam pydangatercantum dalam
pasal 10 KUHP yaitu salah satu dari hukuman poRakdapun macam-macam
pidana yang dapat dipilih hakim dalam menjatuhkatugan pemidanaan adalah
pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan ddemgpi denda.

Putusan yang mengandung pemidanaan demikian puoia pmutusan

pengadilan lainnya sah dan mempunyai kekuatan hukiken diucapkan pada

* Rusli Muhammad, 2013,embaga Pengadilan Indonesidll Pres, Yogyakarta, him.
109-120.

% Joko Prakoso, 1986edudukan Justisiabel di Dalam KUHABhalia Ondonesia,
Jakarta, him. 272.

14



persidangan terbuka untuk umum, sebagaimana disebudalam Pasal 195
KUHAP yang berbunyi “Semua putusan pengadilan haata dan mempunyai
kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terloukak umum.

Menurut sistem KUHAP yang dimaksud dengan “Semudugaun
pengadilan” dalam Pasal 195 itu adalah putusanspatseperti yang dimaksud
dalam (a). Pasal 191 ayat 1 KUHAP yakni putusarabefb). Pasal 191 ayat 2
KUHAP yakni putusan lepas dari segala tuntutan hukian (c). Pasal 193 ayat 1
KUHAP yakni putusan pemidanadhSelain itu pengambilan putusan harus di
ambil dengan melalui musyawarah bila hakim terdi@ii hakim majelis, dengan
adanya musyawarah ini maka, A. Hamzah dan IrdardaDanenyatakan bahwa
-3 satu hal yang harus di ingat, bahwa dalam musyawpengambilan putusan
tersebut hakim tidak boleh melampaui batas yarahteitetapkan dalam surat
penyerahan perkara yang menjadi dasar pemeriksaatadg pengadilan.

3. Disparitas Pidana

Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentaigiakaan
kehakiman mengatakan bahwa kekuasaan kehakimaahaklekuasaan Negara
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan mereegakkan hukum dan
keadilan berdasarkan Pancasila.

Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentasRgudsaan
kehakiman Pasal 28 ayat 1 mengatakan bahwa hakjim nvanggali, mengikuti,

dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilargy@dup dalam masyarakat.

3" P.AF. Lamintang, 1985Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan
Pembahasan secara Yurisprudensi dan llmu Pengetahlikum PidanaSinar Baru, Bandung,
him. 456.

3 Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, 198Tpaya Hukum dalam Perkara PidanBina
Aksara, Jakarta, him. 12
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Sedangkan Pasal 28 ayat 2 mengatakan bahwa dalamperienbangkan berat
ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan putt yang baik dan yang jahat
dari terdakwa.

Secara umum terdakwa dapat dikenai pidana apaleilaemuhi 4 (empat)
syarat undang-undang yaitu : ada kesalahan, tidiak edasan pembenar dan
pemaaf, ada perbuatan melawan hukum, dan mampanbgting jawab. Maka
hal ini inilah yang menjadi faktor pertimbangan inakunuk memberi ketentuan
dalam undang-undang maupun diluar dlam mengampiltksar?®

Berbagai kewajiban hakim yang ditentukan oleh peast undang-undang
seperti disebut diatas hanya akan terwujud apdfila

1. Apabila hakim memiliki kemampuan ilmu hukum yangtige saat
senantiasa ditingkatkan, karena tiap-tiap kejadiampir selalu terdapat
unsur kepentingan hukum yang komplek dan perubdidup manusia
yang potensial membawa perubahan hukum.

2. Hakim perlu menguasai benar-benar ciri hukum pidgaragy mempunyai
sifat memaksa dan bengis, namun dibalik itu memaumanfaat besar
bagi manusia secara pribadi (individu) dan mangs@ara guyub dalam
masyarakat (sosial), sehingga hukum pidana bisgaatietinamis, elastis
dan realistis meskipun pada sifat dasarnya terdapstir dogmatis dan

statis.

3 Aspandi Santos, 2002, Menggugat Sistem Peradilan di Indonesial’ekshi,
Surabaya, him. 86-87.

%0 Bambang Poernomo, 1988Qfientasi Hukum Pidana IndonegidAmarta Buku,
Yogyakarta, him. 31.
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Hakim dalam mengemban amanah menegakkan keadilamamge
seharusnya tidak hanya sekedar menjalankan sistémnrhacara tetapi hakim
harus mampu menyelesaikan persoalan hukum dengaima@a mendapatkan
keadilan bagi pencari keadilan.Indenpendensi digénitas hakim tidak sekedar
diuji dengan banyaknya perkara yang sudah diputuskapi juga harus diuji dan
diukur dari prespektif kesadaran dalam memahamindamaknai keadilan yang
menjadi ruh hukum. Hakim tidak sekedar membantucaenkeadilan untuk
mendapatkan hak-hak keadilannya tetapi juga haewujudkan dan menjamin
terpenuhnya hak-hak keadilan bagi pencari keadilamk melalui proses
pemeriksaan di sidang pengadilan maupun pengawasedaluasi terhadap
putusan yang dibuat atas suatu perkara tertentgg@kan nila-nilai dan norma-
norma yang hidup dan berkembang di masyarakat desggala dinamikanya,
untuk kemudaian diaplikasikan ke dalam setiap #adalangkah dan ucapannya
baik melalui putusan-putusan hukum yang dibuatngand mengembangkan
serta menjaga kewibawaan lembaga yang menjadi ssanamifestasi tugas dan
amanah yang diembanna.

Memeriksa dan mengadili perkara, hakim wajib mehggéai hukum,
yang hidup di dalam masyarakat.Menurut pendapatyWwatiandi, hakim dalam
putusannya tidak hanya menerapkan peraturan tersalja, tetapi juga harus
mampu menciptakan hukum berdasarkan rasa keadilag lyerkembang dalam

masyarakat? Sedangkan menurut Bambang Poernomo, di dalam rilesaetan

1 Sidik Sunarno, 2004 Kapita Selekta Sisem peradilan Pidan#&’enerbit Universitas
Muhammadiyah Malang, Malang, him. 29-30.

2 Wahyu Efendi, 1978Hakim dan Hukum Dalam praktek”Alumni Bandung, him.
31.
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memutus perkara pidana, hakim mempunyai kewajibatukutidak menolak
mengadili suatu perkara dengan alasan hukumny& tida dan bertanggung
jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri Sentasyarakat, bangsa dan
Negara®

Hakim harus bebas dalam menemukan hukum, hakiraldimdmenemkan
hukum tersebut diantaranya dengan menggali, metgilen memahami nilai-
nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Denkgdua macam kebebasan
ini, maka penegakan keadilan akan terwujud. Sef@nerapkan kedua kebebasan
itu hakim harus juga menerapkan peraturan pidang ¥ankrit, dalam hal ini
hakim mempunyai kebebasan dan kewenangan atauseekuantara lairf*

1. Memilih beratnya pidana yang bergerak dari minimken maksimum
perumusan delik yang bersangkutan.

2. Memilih pidana pokok yang mana patut dijatuhkargkap pidana mati,
pidana penjara, pidana kurungan, ataukan pidandadsesuai dengan
pertimbangan berat ringannya perbuatan yang dikakuk

3. Sebenarnya sebelum hakim tiba pada pemilihan terseéiatas, maka
hakim dapat memilih apakah hakim menjatuhkan pidpokok atau
tambahan ataukah hakim menjatuhkan pidana bersyarat
Hakim dalam praktek, memang tugas utamanya mengmmeaneriksa,

mengadili dan memutuskan perkara, namun dalam ksmlen sistem penegakan

hukum di pengadilan, hakim belum mampu menyelesaskmgketa-sengketa dan

43 Bambang Poernomo, 1988Qrientasi Hukum Dalam Praktek” Amarta Buku,
Yogyakarta. Him. 31.

“ Andi Hamzah, 1984, Sistem Peradilan di Indonesia’Ghalia Indonesia, Jakarta,
him. 46.
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menegakkan keadilan. Dalam sistem peradilan yabgndun dengan model
paradigmyanglegalistic formalistic (Eropa Kontinental), mengarahkan hakim
bukan sebagai corong keadilaspgaker of justide tetapi hakim hanya sekedar
corong undang-undangpeaker of laljv Sebagai manusia biasa dengan segala
kekuarangan dan kelemahannya hakim ditempatkan padisi sentral dalam
menegakkan hukum dan keadilan hakim seakan memaldikat bahkan dalam
prinsip hukum eropa continental hakim dipersongikan sebagai wakil tuhan di
dunia.Oleh karenanya hakim harus dipagari dengaeraegkat dan segudang hal
kekebalan hukum apapun, sehingga kepadanya tigat déuntut dan dihukum
(tidak ada di dunia ini ada hukuman yang dapat tmekign hakim yang
menerapkan hukum dengan benar walaupun hukumanoryg kdan represif).
Keyakinan hakim yang menjadi ukuran perasaan kaadiang subyektif dan
sepihak, dalam hukum pidana menjadi alat bukti yeatg®
Muktiarto dalam Sidik Sunaryo, mengungkapkan pagdanya, bahwa
hal yang diharapkan pencari keadilan terhadap piagaadalah*
1) Mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi.
2) Mendapatkan pelayanan yang simpatik dan membaniy diperlukan.
3) Mendapatkan penyelesaian perkara itu secara efefisien, tuntas dan
final sehingga memuaskan.
Menjatuhkan pidana kepada seorang terpidana bulkemipakan balas
dendam, tetapi merupakan suatu bentuk pendidikankumencegah terpidana

tidak melakukan lagi tindak pidana yaitu perbuatajahatannya di masa yang

% Sidik Sunaryo, 2004, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pid&napenerbit
Univenrsitas Muhammadiyah Malang, Malang, him. 87-2
%6 Muktarto dalam Sidik Sunarythid, him. 5
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akan datang, menyadari kesalahannya, memperbailsatiingga dapat diterima
kembali dalam masyarakat.

Disparitas pidana dalam putusan hakim tidak bidaindari. Dalam
mengambil keputusan hakim mempunyai kebebasan @averiangan untuk
menentukannya. Yang ditentukan dalam pengambilgrutkean hakim yaitu
hanya batasan maksimum dan minimum hukuman, daokuntengambil
keputusan hakim harus konsekwen terhadap batasmaksdan minimum yang
telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangawy mengatur hal yang
akan diputuskannya.

Perbedaan putusan pada perkara pidana dalam prg&teklalah akibat
dari kenyataan. Perbuatan yang dihadapkan kepddan maenunjukkan adanya
perbedaan, dan pada hakim itu sendiri terdapatuspatbedaan pandangan
mengenail nilai terhadap data-data dalam perkarg yama atau dipersamak4n.
E. METODE PENELITIAN

1. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian ini mengggunakan yang mendasapeaa penelitian
hukum Normatif dan Empiris. Penelitian hukum noiadalah penelitian
hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangistam norma. Sistem
norma yang dimaksud adalah asas-asas, norma, Kkaidah peraturan
perundangan, putusan pengadilan, perjanjian sefk&inl (ajaran)’® Penelitian

Empiris yaitu di samping meninjau dan membahas obyek p&reldengan

*” Omen dalam Seno Adji, 19841tikum Hakim Pidana’Erlangga, Jakarta, him. 24.
8 Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2007T¢€ori Hukum : Dualisme Penelitian Hukum”
Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyajyakarta.
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menitik beratkarpada aspek-aspek hukupeneliti juga terjun secara langsung ke
lokasipenelitian guna mendapatkan data-data yang digarluk
Adapun subyek penelitian terdiri dari para hakiniPdngadilan Negeri Makassar.
Di samping itu untuk lebih memperkuat fakta, penglga mewancarai beberapa
Mahasiswa dan Pelaku Tawuran.
2. LOKASI PENELITIAN
Penelitian ini akan dilakukan di wilayah hukum Paditan Negeri Kota
Makassar yang terdiri dari :
a. Pengadilan Negeri Makassar.
b. Dinas Pendidikan.
c. Polres kota Makassar.
d. Universitas Muhammadiyah Makassar.
e. Universitas Muslim Indonesia Makassar.
f. Universitas Negeri Makassar
g. Universitas Hasanuddin Makassar
3. RESPONDEN
Pelaku Tawuran : 3 orang
Wanwancara dengan mahasiswal/i:12 orang dari barbagarapa kampus
4. NARASUMBER
a. Bapak Makmur, SH., MH dan J.J.H.Simanjuntak, StalgelHakim di

Pengadilan Negeri Makassar.
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5. JENIS DATA
Sumber data yang digunakan pada penelitian ini ahdatlengan
menggunakan data Primer dan data Sekunder.
1. Data Primer
Yaitu data yang berasal dari sumber data utaméy gangan melakukan
wawancara langsung kepada pelaku tawuran 2 taar@jor
2. Data Sekunder.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian inisdddhta sekunder yang
meliputi :
1) Bahan Hukum Primer
a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
c) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkatrgan
objek penelitian.
2) Bahan Hukum Sekunder
a) Dokumen/arsip di Pengadilan Negeri Makassar
b) Buku tentang pertimbangan hakim, tindak pidana kadan,
kekuasaan kehakiman dan disparitas pidana.
c) Bukubacaan lain yang mendukung dengan apa yang dikizfiti
penulis.
3. Bahan Hukum Tersier
Berupa kamus hukum dan literature lainnya yang miemayg

dengan apa yang akan diteliti penulis.

22



4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah
1. Melalui Interview/wawancara
a. Dilakukan oleh responden dengan mengajukan perd@nyartanyaan
secara langsung mengenai permasalahan-permasaattpditeliti,
b. Wawancara dengan narasumber dengan mengajukanyaenta untuk
melengkapi data yang ada dilapangan.
2. Melalui Studi Literature/kepustakaan.
Dengan pengumpulan data melalui buku — buku, ieterdan studi
pustaka yang berkaitan dengan penelitan ini.Dokuysary diperlukan
dalam penelitian ini meliputi arsip-arsip di Penitgd Negeri Makassar
dan data-data lain yang dibutuhkan untuk melengiepelitian ini.
5. ANALISIS DATA
Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjataian dianalisa secaa
deskritif kualitatis, yait dengan memberikan gamabadan penjelasan terhadap
data-data yang diperoleh dengan cara menguraikdimata untuk ditarik
kesimpulan. Hal ini akan dapat menguraikan se@trsiatis permasalahan dari
apa saja yang terdapat di dalam perumusan masalaingga diperoleh gambaran
yang jelas mengenai uraian penyelesaian permasalaha
F. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika yang akan digunakan dalam pembahasadalah sebagai

berikut :
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BAB |

BAB Il

BAB Il

BAB IV

PENDAHULUAN

Latar belakang masalah yang mendasari pembatmaatari ini,
rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pastaketode
penelitian serta sistematika skripsi disampaikdarddab ini.
TUNJAUAN UMUM TINDAK PIDANA

Bab ini membahas tentang teori-teori yang mengaian untuk
pelaksanaan penelitian yang meliputi : pengertindak pidana,
Unsur-unsur tindak pidana, pengertian kekerasawtaki pidana
kekerasan massal dan ancaman maksimum dan minirciamep
PERTIMBANGAN HAKIM

Bab ini berisi tentang pertimbangan hakim dalankarer pidana,
Hal-Hal Yang Harus Dipertimbangkan Oleh Hakim Dalam
Penjatuhan Putusan Perkara Tindak Pidana, dan idép®&idana
Dalam Putusan Tindak Pidana.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisi hasil penelitian yang penulis la&ok secara
kepustakaan maupun lapangan, diuraikan secaransitséedari apa
yang terdapat didalam rumusan masalah, sehinggarotib
gambaran yang jelas mengenai uraian penyelesaramapalahan
dan pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakah bakim
dalam menjatuhkan putusan pidana perkara pidanadiepelaku

kekerasan massal (tawuran) antar mahasiswa di Maleassar,
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BAB V

serta penerapan hukum dalam putusan hakim terhpdbgku
perkelahian massal (tawuran).

PENUTUP

Bab penutup ini akan membahas kesimpulan dari pleasaa
pertimbangan hakim dan Penerapan Hukum Dalam Rutdakim

Terhadap Pelaku Perkelahian Massal (Tawuran).
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BAB I

TUNJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KEKERASAN MASSAL

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak merupakan konsep dasar dalam hukum pidagla kdrena itu
memahami pengertian tindak pidana adalah pentimglak pidana adalah suatu
pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah kajan (crime) yang dapat
diartikan secara yuridis dan kriminologis.

Tindak pidana adalah salah satu istilah dalamd@halonesia yang biasa
dipakai untuk menterjemahkan istilastrafbaar feit atau “delict’ dalam bahasa
belanda Strafbaar berarti hukum, sedangkarfeit’ artinya sebagai dari suatu
kenyataan. Jadi secara harfiattafbaarfeit adalah suatu dari kenyataan yang
dapat dipidana. Secara sederhana tindak pidana degsikan sebagai sesuatu
perbuatan yang apabila diwujudkan atau dilakukapa#ta pelakunya dapat
dikenakan pidand?

Moeljatho menerjemahkarstrafbaarfeit dengan “perbuatan pidana”
menjelaskan bahwa perbuatan pidana adalah perlyaata dilarang oleh satu
peraturan hukum, larangan yang disertai ancamankggayang berupa pidana
tertentu bagi barang siapa melanggar laranganbigrsdapat juga dikatakan
bahwa perbutan pidana adalah suatu perbuatan yahgtran hukum dilarang

dan diancam pidana, larangan ditujukan kepada p&bulyaitu suatu keadaan

* M. Sudrajat Bassar,Tindak-Tindak Pidana Tertentu'Remadja Karya, Bandung,
1986, HIm. 1. Dan Lihat Juga Muladi Dan Barda Nawdwef, Teori-Teori Dan Kebijakan
Pidana Alumni, Bandung, 1998, Him. 1
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atau kejadian yang ditujukan yang ditimbulkan dtelakukan orang). Sedangkan
ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang melakya?’

Berdasarkan rumusan tindak pidana yang dirumuskaim Moeljatno ini
tindak pidana mengandung unsur-unsur yaitu :

1. Perbuatan.
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum).
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar).

Tindak pidana tidak hanya semata sebagai gejalaurhukBerbagai
pengertian tindak pidana dikemukakan yang didasadai sudut mana mereka
memandag, apakah dari segi sosiologi, psikologg) segi lainnya. Ini memang
hal yang wajar mengingat keterkaitan tindak pidaeagan aspek-aspek lain
merupakan keterkaitan yang saling mendukung danpaegaruhi.

Berdasarkan sumbernya, maka ada dua kelompok tipdtna, yaitu
tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tinpialana umum adalah
semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undamgng Hukum Pidana
(KUHP), sebagai kodifikasi hukum pidana materil.d&sgkan tindak pidana
khusus adalah semua tindak pidana yang terdapair dibdifikasi tersebut. Telah
ada kodifikasi, tetapi adanya tindak pidana dilke{HP adalah suatu keharusan
yang tidak dapat dihindari, karena perbuatan-peédbudertentu yang dinilai
merugikan masyarakat dan patut diancam dengan gidanterus berkembang

sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemdjnarpengetahuan.

* Moeljatno, 1983, Perbuatan dan Penganggung Jawaban dalam Hukum Rifgan
cetakan pertama, Bina Aksara, Yogyakarta, him. 63.
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B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara normatif dalam setiap tindak pidasefpaarfei} terdapat dua
macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objjekinsur Subjektif dapat
diterjemahkan sebagai unsur yang melekat pada sipelaku atau yang
berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk leanya yaitu segala sesuatu
yang terkandung di dalam hatinya. Adapun unsurkbibjadalah unsur-unsur
yang berhubungan dengan keadaan-keadaan dimam& fpthna dari sipelaku
itu harus dilakukari’

Tindak pidana sebagai mana diteriemahkandeatbaarfeit yang berasal
dari bahasa Belanda. Moeljathno mengatakan bahwdakiinpidana adalah
perbuatan yang dapat diancam pidana yang melateygargan tersebut. Unsur-
unsurnya yaitu perbuatan (Manusia) memenuhi rumulsdam undang-undang
(syarat formil) bersifat melawan hukum (syarat miBté' Sedangkan dasar-dasar
yang digunakan untuk menentukan apakah suatu tmdakerupakan tindak
pidana ataukah bukan adalah sebagai berikut :

1. Suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu undangragnd
a. Ini didasarkan pada asasinciple of legality(asas legalitas) yang
mentukan tidak ada perbuata yang dilarang dan aiandengan
pidana, jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalgarundang-
undangan atau yang lebih dikenmallum delictum noella poena sine

praevia lege poenale.

** Yeni Widowati et a, 2007, Hukum Pidana’ Lab Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, him. 23.

*! Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Sudarto, 1988kum dan Hukum Pidana”
Alumni, Bandung, him. 41.
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2. Harus adanya unsur kesalahan sebagaimana yangittseldalam asas
yang berbunygeen straf zonder schulghng artinya tidak dipidana jika
tidak ada kesalaha. Sehingga seseorang yang malakirdak pidana
tersebut harus dapat bertanggung jafab.

Simons mengatakan bahwaafbaarfeitadalah suatu tindakan melanggar
hukum, yang telah dilakukan dengan sengaja atatidak dengan sengaja oleh
seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atdak#éinnya dan undang-
undang telah dinyatakan sebagai suatu tindak yapgtdiihukum.

Adapun unsur-unsurnya Yyaiti :

a. Perbuatan manusia (positif dan negatif, berbuati daidak berbuat),
diancam dengan pidanstiafbaarb gestelde

b. Melawan hukumdn rechmatige

c. Dilakukan dengan kesalahamét schuld verban staandeleh orang yang
mampu bertanggung jawatoérekeningsvatbaar perspn

Berbeda dengan Van Hamel yang mengataitaafbaarfeit memiliki beberapa
unsur yaitu®

a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undangignda

b. Melawan hukum.

c. Dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.

* Hartono Hadisoeprapto, 2001Péngantar Tata Hukum Indonesia’liberty,

Yogyakarta, him. 145-146.
* Simon dalam Buku Sudarto, 1983utkum dan Hukum Pidana’Alumni, bandung,

him. 41.
**Van hamel dalam Buku Sudartbjd., him. 42
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Sedangkarstrafbaarfeitsebagai perbuatan yang mengandung perlawanan
hak, yang dilakukan dengan salah oleh orang yampwena akal budinya dan
kepada siapa perbuatan patut dipertanggung jawabkan
C. Pengertian Kekerasan.

Bila ditinjau dari segi bahasa (Estimologi), malekdérasan berasal dari
kata dasar “keras” dan mendapat awalan “ke” danukiem mendapat akhiran
“an”. Didalam kamus Umum Bahasa Indonesia, kekerasenunjukkan kata
sifat (hal dan sebagainya) keras pada suatu kegikékerasan dapat diartikan
sebagai : ” Perihal keras atau perbuatan seseaiagkelompok orang yang
menyebabkan cedera atau matinya orang lain daneababigan kerusakan fisik
orang lain “, Menurut para ahli kekerasan adalatdakan yang digunakan
sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadieyasikkan, baik fisik ataupun
psikis. Kekerasan tersebut bertentangan dengamhuideh karena itu kekerasan
merupakan kejahatan.

Pengertian kekerasan serta akibat dari kekerassebté dituangkan pada
Pasal 89 dan Pasal 90 KUHP yang berbunyi :

Pasal 89 :

Membuat orang pingsan atau tak berdaya disamakagademenggunakan

kekerasan.

Pasal 90 :

Luka berat berarti :

a) Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak mentiagapan akan
sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya mau

b) Tidak mampu terus menerus menjalankan tugas jalstan pekerjaan
pencarian.

c) Kehilangan salah satu pancaindra.

d) Mendapat cacat berat.
e) Menderita sakit lumpuh.

* PoerwadarmintaOp.cit,him. 43.
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f) Terganggunya daya fikir selama empat minggu lebih.
g) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pasal di atas perlu diketahui bahwa melakukan ksker bukan hanya
dilakukan terhadap orang saja. Memberikan penjelas@ngenai kekerasan
adalah sebagai berikut :

Kekerasan dapat dilakukan dalam beberagsasebagai berikut :
1. Pengrusakan terhadap barang
2. Penganiayaan terhadap hewan atau orang
3. Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah
4. Membuang-buang barang hingga berserakan dan laagamya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan batiyek kekerasan
bukan hanya pada orang, tetapi juga pada bendéetean
D. Teori-teori Tentang Kekerasan Massal

Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelongeringkali
dikatakan sebagai bentuk lanjutan dari konflik albgang terjadi di masyarakat.
Untuk itu mari kita lihat beberapa teori yang mekuigkan perhatian pada bentuk
konflik dan kekerasan ifl.

1. Teori Faktor Individudt

Menurut beberapa ahli, setiap perilaku kelompotmésuk kekerasan dan

konflik selalu berawal dari tindakan peroranganuatadividual. Teori ini

mengatakan bahwa perilaku kekerasan yang dilakukeh individu adalah

** Ray Pratama SiadariTindak Pidana Kekerasan dan Jenis-jenisnya'Sabtu, 11
Februari 2012, 21:23 WIB, http://raypratama.blodspmon/2012/02/tindak-pidana-kekerasan-dan-
jenis.html
* Nasruddin Umar, 2008,Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasn dalam
Rumah Tg\ggga”Bina llmu, Surabaya, him. 53.
Ibid.,
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agresivitas yang dilakukan oleh individu secarads&mn, baik secara spontan
maupun direncanakan, dan perilaku kekerasan ydagudan secara bersama
atau kelompok.

Kekerasan atau kerusuhan missal walaupun terjatérdpat ramai dan
melibatkan banyak orang, namun sebenarnya hangku#dn oleh orang-orang
tertentu saja. Tidak semua orang dalam kelompoladiah pelaku kerusuhan.
Misalnya kerusuhan para suporter sepak bola yabgnsenya hanya dilakukan
oleh orang-orang tertentu saja, namun akhirnya rmam@mengaruhi pihak lain
untuk melakukan hal serupa.

2. Teori Faktor KelompoR

Teori ini sebenarnya lahir dari kekurangsepakatabelapa orang ahli
terhadap Teori Faktor Individual, sehingga mundullkeelompok ahli yang
mengemukakan pandangan lain, yaitu individu memikekelompok dan tiap-
tiap kelompok memiliki identitas. Identitas kelonkpgang sering dijadikan alasan
pemicu kekerasan dan konflik adalah identitas rasea etnik.

3. Teori Deprivasi Relafit

Teori ini berusaha menjelaskan bahwa perilaku #grkslompok
dilakukan oleh kelompok kecil maupun besar. Palianadngatakan bahwa negara
yang mengalami pertumbuhan yang terlalu cepat nkévegian rakyatnya harus
menghadapi perkembangan perekonomian masya-rakej pah lebih maju
dibandingkan perkembangan ekonomi dirinya sendieterkejutan ini akan

menimbulkan deprivasi relatif. Mengapa? Karena kepwan setiap anggota

** Ibid.,
“©Ibid.,

32



masyarakat untuk mengikuti pertumbuhan yang saogpat ini berbeda-beda,
dan ini akan menjadi awal terjadinya pergolakanatgsng dapat berujung pada
kekerasan.

4. Teori Kerusuhan Mas8a

Kemunculan teori ini sebenarnya untuk melengkaporiTéeprivasi
Relatif yang tidak menyinggung tahapan-tahapan yarapyertai munculnya
kekerasan atau konflik.

Kekerasan secara terminology sangat beragam, padmuya kekerasan
dikaitkan dengan tindakan bermotivasi individualalaupun banyak tindak
kekerasan dilakukan oleh individu atas orang ldd@ngan demikian suatu
tindakan dapat dikategorikan sebagai kekerasaa tifiklakan itu membahayakan
keselamatan orang lain (korban) dan dilakukan secaengaja untuk
mencelakakan korban. Secara yuridis, kekerasamtagaémbuat orang menjadi
pingsan atau tidak berdaya (lemah).

Menurut Romli Atmasasmita, “kejahatan kekerasan unpik pada
tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangagath undang-undang baik
berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tinadglaa dan memiliki
akibat-akibat kerusakan terhadap benda dan fisik atengakibatkan kematian
pada seseorand® Terdapat dua unsur pokok di dalam batasan tersghiiti
bertentangan dengan undang-undang dan ancaman tatdakan yang
mengakibatkan kerusakan atau kematian. SedangkamratéSoerjono Soekanto :

Kejahatan kekerasawi¢lence crimg adalah suatu peristiwa yang dipergunakan

41 .
Ibid.,
*> Romli Atmasasmita, 1998T¢ori dan Kapita Selekta kriminologiGhalia Indonesia,
Jakarta, him. 104.
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bagi terjadinya cidera mental atau fisik. Kejahatkekerasan sebenarnya
merupakan bagian proses-proses kekerasan yanggdkkddang diperbolehkan,
sehingga jarang disebut sebagai kekerasan. Masyafsilksanya membuat
kategori-kateori mengenai tingkah laku yang diapggeebagai kejahatan
kekerasan. Semakin sedikit terjadinya kekerasarandabuatu masyarakat,
semakin besar kekhawatiran yang ada bila itu tetjad
E. Ancaman Maksimum Dan Minimum Pidana Pidana Kekerasa Massal
Dalam menetapkan jumlah lamanya ancaman pidanal@aalternative
system vyaittf :
1. System absolute
Dalam sistem ini untuk setiap tindak pidananya tdgkan bobot
kualitasnya sendiri-sendiri, yaitu dengan menetapkacaman pidana
maksimum (dapat juga ancaman pidana minimum) usttlap tindak
pidana. Penetapan maksimun pidana untuk tiap tirmdkna disebut
sebagai thdefinitife systerhatau 'maksimun systen
2. System relative
Dalam sistem ini ada penggolongan tindak pidanaandabeberapa
tingkatan dan sekaligus menetapkan maksimum pidan@k tiap
kelompok tindak pidana itu. Sistem ini disebumaginatife systein
Kedua sistem ini masing-masing mempunyai segi tipodan segi

negative. Menurut Colin Howard keuntungannya y#tu

* Sorjono Soekanto dan Puji Santos, 199@artius Kriminologi” Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1998, him. 104.

* Roeslan Sleh, 1987Stetsel Pidana IndonesiaAksara Baru, Him. 131

* Colin Howard dalam Roeslan Saldbid., him. 155
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Menunjukkan tingkat keseriusan masing-masing tinad&na.

Memberikan fleksibilitas dari diskresi kepada kedaen pemidanaan.

c. Melindungi kepentingan si pelanggar itu sendirig'anmenetapkan batas-
batas kebebasan.

d. Melindungi kepentingan masyarakat dengan menetapkaran objektif

berupa maksimum pidana sebagai symbol kualitas axoonma sentral

masyarakat yang dilindungi dalam perumusan delilgy@ersangkutan.

Kerugian dari sistem indefinitife, yaitu :

oo

1) Membawa konsekuensi yang cukup sulit dalam menatapk
maksimum khusus untuk setiap tindak pidana.

2) Dalam proses kriminalisasi pembuat-undang-undanglaluse
dihadapkan pada pemberian bobot dengan menetapkailifikasi
ancaman pidana maksimumnya.

3) Memakan waktu yang lama untuk menentukan graddai dan
kepentingan hokum yang akan dilindungi.

Keuntungan sistem relative, yaitu kesulitan sistgrartama untuk
menetapkan bobot atau kualitasnya lebih dapatgijdtarena tingkat keseriusan
suatu delik dapat direlatifkan, sedangkan kerugemdianutnya sistem ini adalah
dengan merelatitkan ancaman pidana maksimumnyéak tsuatu tindak pidana
berarti memberikan kewenangan dan diskresi yangasduas kepada hakim dan
di lain pihak dapat memberikan peluang adanya disgapidana yang sangat
mencolok’®

Tugas Hakim sangatlah berat, karena tidak hanya pegimbangkan
kepentingan hukum saja dalam putusan perkara ydraglapi melainkan juga
mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agawujteiwadanya kepastian
hukum.

Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyatakak berlaku adil,
namun sebagaimanusia juga hakim dalam putusanmyaklgh mungkin

memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hatletap diharapkan

* Colin Howard,Ibid., him. 158
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menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuda-fakta hukum di dalam
persidangan yang didasari pada aturan dasar hukomjglas (azas legalitas) dan
disertai dengan hati nurani hakim.

Bahkan hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan dialdalam arti harus
tercermin dalam putusan perkara yang sedang diiémga maka sebagai seorang
hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak datgms kebenaran dan tidak
berpihak {mparsial), namun putusan hakim juga paling tidak dapatkddaakan
oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar spotuyang tidak bisa
dilaksanakan.

Untuk itu penulis akan memberikan gambaran dalamp$§kini tentang
apa saja alasan-alasan bagi hakim yang menerapliamn daJndang-Undang apa
adanya yaitu aturan normatif dan juga apa alasasaal bagi hakim yang
melakukan penerobosan aturan normatif yaitu pemaerggdana penjara dan
pidana denda di bawah ancaman minimal dengan atasankeadalian dan hati
nurani.

Adapun jenis pidana yang dijatuhkan oleh seoranginhaerhadap pelaku
kejahatan diatur di dalam ketentuan pasal 10 KUkiRIy
1. Pidana Pokok
a. Pidana mati
b. Pidana penjara
c. Kurungan
d. Denda

2. Pidana tambahan
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a. Pencabutan hak-hak tertentu
b. Perampasan barang-barang tertentu
c. Pengumuman putusan hakim
Pasal 170 mengatur secara jelas tentang ancamamagidnaksimum yaitu :
Pasal 170 KUHP Unsur-unsur yang dipersyaratian :
a) Bersama sama melakukan kekerasan
b) Terhadap orang atau barang
c) Dimuka umum
Ancaman hukuman maxsimum
a) Menyebabkan luka maxsimum 7 (tujuh ) tahun.
b) Menyebabkan luka berat maxsimum 7 (tujuh ) tahun.
c) Menyebabkan mati maxsimum 12 (dua belas ) tahun.
Penjelasan unsur-unsur pasal 170 KUAP:
“Barang siapa”, siapa saja (pelaku) yang melakukkatak pidana atau
dapat dikatakan unsur “barang siapa” adalah supgtddu dari peristiwa.
“Terang-terangan”, kejahatan yang dilakukan ditempaum yang dapat
dilhat oleh publik.
“Bersama”, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitng@ma orang atau lebih.
Arti kata bersama ini menunjukkan bahwa perbuatadilakukan dengan sengaja
(delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jabukanlah merupakan
ketidaksengajaan (delik culpa). Orang-orang yangy&amengikuti dan tidak

benar benar turut melakukan kekerasan tidak dakemakan pasal 170 KUHP.

*7 Lilik Mulyadi, 2007, ‘Hukum Acara Pidana”Citra Aditya Bakti, Bandung,hlm. 87.
*® Lilik Mulyadi, Ibid., him. 87.
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“Kekerasan”, yang berarti mempergunakan tenaga letluatan jasmani
yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalanalpas biasanya terdiri dari
“merusak barang” atau “penganiayaan”.

“Terhadap orang atau barang”, Kekerasan itu haitiguklan kepada
orang atau barang sebagai korban.

Hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara yang njad
wewenangnya yang didasarkan pada ketentuan-ketettndang-Undang yang
berlaku yang pada akhirnya termuat dalam putusaama apabila terdakwa telah
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah matksan hakim dapat berupa

pemidanaan jenis pidana penjara dan pidana denda.
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BAB Il

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA

A. Kebebasan dan Kemandirian Hakim dalam Perkara Pidaa
1. Kebebasan Hakim

Hakekat kebebasan hakim adalah jika seorang ha&iamdmelaksanakan
tugas dan wewenangnya bebas dalam menggali, ménddmu memahami nilai-
nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta bdaegerbagai pengaruh dan
berbagai kepentingan baik dari dalam maupun danm, ltermasuk kepentingan
dirinya sendiri demi tegaknya hukum dan keadilansiMukum yang diemban
oleh hakim sebagaimana tesis Gustav Radbruch aldakam berada dalam ranah
ideal das solleh dan ranah empirikd@s sei). Adapaun tugas hakim adalah
menarik ranah ideal ke dalam ranah empirik seakan-daukum yang ada di
dunia kenyataan dihimbau untuk mengikuti hukum yatda di dunia ide
sebagaimana yang dimaksudkan hukum alam. Sebagii ptoses, penegakan
hukum tidak pernah selesai karena salah satu yaegadlkan adalah keadilan
yang merupakan nilai yang tidak dapat dimaknai reesabyektif. Oleh karena
itu, hakim dalam melaksanakan tugasnya menurut tedi&at dan bebas untuk
meninjau secara mendalam apakah putusan-putusan drambil pada waktu
yang lampau masih dapat dipertahankan berhubunyadgserubahan-perubahan
di dalam masyarakat disebabkan adanya pertumbwdsn keadilan yang baru

dalam masyaraké&t.

“9Wahyu Efendi, 1981Hakim dan Penegakan Hukulumni, Bandung, him. 13.

39



Menurut Bagir Manatf, keadilan subtantif menyangkut isi keadilan itu
sendiri. Untuk dapat menemukan secara tepat subtesedilan haruslah
dibedakan antara keadilan individuahdjvidual justicg dan keadilan social
(social justicg. Sangat ideal apabileadilanindividual tercermin dalam keadilan
social atau sebaliknya keadilan social menjadiktidén dari sublimasi keadilan
individual. Namun dalam kenyataannya dapat terjgelinacam jarak antara
keadilan individual dan keadilan social. Jarak dapat diatasi atau dikurangi,
apabila dalam sistem penegakan hukum dapat dengramat dilekatkan nilai
social atau moral dari setiap aturan hukum yangn atiegakkan. Dengan
demikian dalam setiap keadilan individual akandaedung keadilan social.

Secara etimologis makna bebas menurut Kamus Umumadaalindonesia
adalah !

a. Lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu dbagainya, sehingga
boleh bergerak, bercakap, berbuat dan sebagaimgmddeluasa).

b. Lepas dari kewajiban, tuntutan, ketakutan, tidalkedakan pajak,
hukuman dan sebagainya, tidak terikat atau terbatas

c. Merdeka (tidak diperintah atau sangat dipengarlgh negara lain).

Arti pada huruf a dan b di atas bersifat umum dasadah, sedangkan arti
merdeka sudah merupakan arti khusus.

Menurut Rifyal Ka’bah, Sifat merdeka menunjukkammieadirian hakim

dalam memutuskan perkara yang dihadapkan padanga tampur tangan pihak

%0 Bagir Manan, 2007Sistem Peradilan Berwibaw#lahkamah Agung RI, Jakarta, hal.
13.

51 W.J.S. Poerwadarminta, 1984amus Umum Bahasa IndonesidBalai Pustaka,
Jakarta, him.
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lain, baik eksekutif maupun legislative atau laimngamun kemerdekaan hakim
tidaklah bersifat mutlak, tetapi dibatasi oleh humkyang berlaku. Dus, disamping
dipengaruhi oleh integritas dirinya dalam menetaplpa yang adil dan tidak
adil, hakim harus memutus sesuai dengan apa yaagdting adil oleh hukurf.

Manusia sebagai makhluk individu mempunyai kebabasabagai
kesempurnaan eksistensinya. Jika dikatakan bahtieg seanusia menginginkan
kebebasan bagi dirinya sendiri, maka yang dimakaudlengan pernyataan ini
bukanlah kebebasan dalam arti “lepas dari segakajkEan atau kekhawatiran
dari tangung jawab” melainkan kebebasan sebagananaksistensinya selaku
manusia, kemandiriannya selaku manusia.

Kebebasan sebagai arah dan tujuan hidup selaku smanadalah
kebebasan yang sifatnya sedemikian rupa sehinggagioya bebas dari aneka
ragam alienasi yang menekannya dan bebas pula ketklupan yang utuh,
tidak tercela, berdikari dan kreatif, dalam artb&basan sebagai kesempurnaan
eksistensi manusia.

Menurut pemikiran Albert Camus, memilih kebebasakanlah memilih
sesuatu melawan keadilan. Sebaliknya kebebasalihdiairena adanya orang-
orang yang menderita dan berjuang untuk memperégitilan. Memisahkan
kebebasan dari keadilan adalah dosa sosial. Kedebharus diisi dengan
mendahulukan kewajiban daripada hak dan selanjutdigunakan untuk

mengabdi pada keadilah.

%2 Rifyal Ka’bah, 2004Penegakan Syariat Islam di Indonesi¢hairul Bayan, Jakarta,
him. 89.

3 Albert Camus,Krisis Kebebasan (Terjemahan Edhi Martong)akarta: Yayasan
Obor, 1988), hal.75.
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Menurut Yahya Harahaf kebebasan hakim jangan diartikan kebebasan
yang tanpa batas dengan menonjolkan sikap arrogaficpower dengan
memperalat kebebasan untuk menghalalkan segala oaraun kebebasan
tersebut relative dengan acuan :

a. Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturamgang-undangan
yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasusrpeylang sedang
diperiksanya, sesuai dengan asas dan statute laivprevail (ketentuan
undang-undang harus diunggulkan);

b. Menafsirkan hukum yang tepat melalui cara-cara ekaidn penafsiran
yang dibenarkan (penafsiran sistematik, sosioldggdiasa, analogis dan
acontrario) atau mengutamakan keadilan daripadatyran perundang-
undangan, apabila ketentuan undang-undang tidaéngial melindungi
kepentingan umum. Penerapan yang demikian sesusjadedoktrin
equity must prevail (keadilan harus diunggulkan);

c. Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukaahts vinding, dasar-
dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin ilmu rmukwrma hukum
tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi maupuelatui pendekatan
“realisme” yakni mencari dan menemukan hukum yandapat pada nilai
ekonomi, moral, agama, kepatutan dan kelaziman.

Dalam batas-batas tersebut di atas jangkauan ksdrek@akim dalam
melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman menyedessgdngketa perkara yang

diperiksa. Bebas menerapkan hukum yang bersmbermpdeaturan perundang-

* M. Yahya Harahap, 200%edudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama
Sinar Grafika, Jakarrta, hal. 60-61.
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undangan yang “berlaku”, asal peraturan dan pengidadangan yang
bersangkutan tepat dan benar untuk diperlakukdradep kasus perkara yang
diperiksa.
2. Kemandirian Hakim

Yang dimaksudkan dengan kemandirian hakim adalahdma tidak
tergantung kepada apa atau siapapun dan oleh kitwdvebas dari pengaruh apa
atau siapapun. Hakim atau peradilan, yang merupaampat orang mencari
keadilan, harus mandiri, independen, dalam amiktictrgantung atau terikat pada
siapapun, sehingga tidak harus memihak kepadapsiapagar putusannya itu
objektif. Kemandirian itu menuntut pula bahwa hakitalam memeriksa dan
memutus perkara harus bebas. Dengan demikian keémaandakim tidak dapat
dipisahkan dari kebebasan hakim, tetapi merupaéin keesatuan. Adapun yang
dimaksudkan dengan kebebasan hakim adalah bebas dakemeriksa dan
memutus perkara menurut keyakinannya serta beblasdawi pengaruh pihak
ekstra yudisiil. la bebas menggunakan alat-alattibdén bebas menilainya, ia
bebas pula untuk menilai terbukti tidaknya suattispera konkrit berdasarkan
alat bukti yang ada, ia bebas untuk berkeyakinangesai jenis hukuman apa
yang akan dijatuhkan dan bebas pula dari campuyatardari pihak ekstra
yudisiil.>®

Kemandirian dan kebebasan hakim bukan hanya meanpaka-cita dan

dambaan saja bagi setiap bangsa, tetapi merupakesippatau asas dalam setiap

% Sudikno Mertokusumo, Kemandirian Hakim Ditinjau Dari Struktur Lembaga
Kehakimafi Senin, 24 Maret 2008, 15:11 WIB, http://Sudikdodspot.com /kemandirian-hakim-
ditinyau-dari-strukur.html.
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sistem peradilan, karena asas merupakan pengegveantcita-cita manusia.
Setiap sistem peradilan di mana pun mengenal darganet asas kemandirian
dan kebebasan hakim atau peradilan.

Mengenai kebebasan hakim, sejarah atau kenyataannjo&kan bahwa
sekalipun hakim itu pada asasnya bebas, tetapibksbanya tidak mutlak.
Kebebasan hakim itu dibatasi baik secara makro oraggcara mikro. Faktor-
faktor yang membatasi hakim secara makro ialahemisipolitik, sistem
pemerintahan, sistem ekonomi dan sebagainya. Fi&tmr yang membatasi
hakim secara mikro ialah Pancasila, UUD, undangnoggd ketertiban umum,
kesusilaan dan kepentingan para pihak. Jadi hakatand memeriksa dan
memutus perkara tidak boleh bertentangan dengawcaBiémy UUD, undang-
undang, ketertiban umum, kesusilaan dan kepentipgenpihak®

Tentang lembaga kehakiman pengaturannya kita jumi@am pasal 24
dan 25 UUD. Pasal 24 ayat 1 berbunyi: Kekuasaamkagtan dilakukan oleh
sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakima&murut undang-
undang, sedangkan ayat 2 berbunyi: Susunan danasaén badan-badan
kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Pasabe2bunyi: Syarat-syarat
untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai halitetapkan dengan undang-
undang. Jadi lembaga kehakiman atau kekuasaan ikedlrakmendapat tempat
yang khusus dan utuh dalam UUD, yaitu bahwa kelarakahakiman dilakukan
oleh sebuah Mahkamah Agung. Sudah tentu dua pagaUdD tersebut masih

memerlukan peraturan organik atau peraturan pelaksaKebebasan Hakim

%6 Sudikno Mertokusumdbid.,
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yang didasarkan pada kemandirian Kekuasaan Kehak@n#éndonesia dijamin

dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang b&945, yang selanjutnya di
implementasikan dalam Undang-Undang Nomor 48 TaQ00. Independensi
diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutippmatliekuasaan Negara lain,
juga bebas dari paksaan, rekomendasi dan segaklmtzal lain baik dari extra
yudisial meupun internal yudisial dalam menjatuhgatusan.

Jadi, kebebasan Hakim, yang merupakan penerapankel@andirian
kekuasaan Kehakiman, tidaklah berada sendiri supéeitapi dibatasi oleh:

a. Akuntabilitas.

b. Integritas moral dan etika.
c. Transparansi.

d. Pengawasan (kontrol).

Jika kekuasaan kehakiman diatas dikaitkan dengakintlamaka
independensi itu harus disempurnakan dengan imptas dan profesionalisme
seorang Hakim.

1. Beberapa Teori Dalam Pembuatan Putusan Hakim

Proses pembuatan putusan oleh hakim di pengadimntama dalam
perkara pidana, merupakan suatu proses yang kosmmlak sulit dilakukan
sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman dan akshipaan. Menurut
Alkoostar, sebagai figur sentral penegakan hukura pakim memiliki kewajiban
moral dan tanggung jawab profesional untuk menguamaviedgememiliki skill
berupalegal technical capaticdan kapasitas moral yang standar. Dengan adanya

kecukupan pengetahuan dan keterampilan teknis, adien dalam memutuskan
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suatu perkara akan dapat memberikan pertimbangkanmhiegal reasoning)

yang tepat dan benar. Jika suatu putusan pengadildak cukum

mempertimbangkan Qvoldoende Gemotiveerdentang hal-hal yang relevan
secara yuridis dan sah muncul dipersidangan, méian aerasa adanya
kejanggalan yang akan menimbulkan matinya akaltsgha death of common
sensg Putusan pengadilan yang tidak logis akan dimsgdula oleh masyarakat
yang paling awam, karena purusan pengadilan meRyangurani manusia.
Penegakan hukum bukanla budak kata-kata yang dipemtbentuk undang-
undang, melainkan lebih dari mewujudkan keadilardd&garkan norma hukum
dan akal sehat.

Menurut Mertokusumo, seorang sarjana hukum, khysushakim,
selayaknya menguasai kemampuan menyelesaikan peyigadis the power of
solving legal problems yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu (i) mermuskan
masalah hukum légal problem identificatiop (i) memecahkannya l€gal
problem solvinyy dan (iii) mengambil putusaniécision making Oleh karena itu
dibutuhkan langkah-langkah penalaran hukum yangattegalam proses
memecahkan masalah hukumTBetidaknya terdapat enam langkah utama dlam
proses penalaran hukum dalam proses pembuatanaputiekim, yaitu: (i)

mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkantsusruktur (peta) kasus yang

" Artidjo Alkostar, 2009,Peran dan Upaya Mahkamah Agung dalam Menjaga dan
Menerapkan Hukum yang Berkepastian Hukum, Berkaadilan Konsistem melalui Putusan-
putusan MAMakalah disampaikan dalam Seminar Nasional PROSPEBKITIK PENEGAKAN
HUKUM DI INDONESIA: Pemberdayaan Peran InstitusinBgakan Hukum dan HAM dalam
Menjunjung Tinggi Peradilan Bermartabat, Berwibaglen Berkeadilan oleh Center for Local
Law Development Studies Ull di Auditorium Ull Lt,.3I Cik Dik Tiro No.1 Yogyakarta, Sabtu, 7
Maret 2009.

°% Sudikno Mertokusumo, 1990P¢ndidikan Hukum di Indonesia dalam Sorétan
Harian KOMPAS 7 November 1990, him. 4.
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sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasiik terjadi (ii)
menghubungkan struktur kasus tersebut dengan sumbemm yang relevan,
sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum gedastilahan yuridislégal
term); (iii) menyeleksi sumber hukum dan aturan hukuamg/ relevan untuk
kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandurdaldim aturan hukum itihe
policies underlying those rulesehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan
yang konheren; (iv) menghubungkan struktur aturangdn struktur kasus; (v)
mencari alternatif penyelesaian yang mungkin; ifvgnetapkan pilihan atas salah
satu alternatif untuk kemudian diformulasikan setagtusan akhit?

Dalam pengambilan putusan pidana terdapat tiggp#athayaitu (i) tahap
menganalisis perbuatan pidana, yaitu tahap hakinngaralisis perbuatan
tedakwa tergolong perilaku kriminal atau tidak) fahap menganalisis tanggung
jawab pidana, yaitu tahap hakim menganalisis tanggawab terdakwa terhadap
perilakunya; (iii) tahap penentuan putusan, yaittikia terdakwa dinyatakan
bersalah, hakim akan menetukan pemidanaan bagiagajikk tidak terbukti
bersalah hakim akan membebaskan terdakwa atau as&bpdari segala tuntutan
hukum. Tahap-tahap hakim dalam pengambilan putugmat digambarkan

seperti pada gambar berikut ini.

% Shidarta, 2004, Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks ke mekiaan”,
Utama, Bandung, him. 177.
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Ragaan 1

Tahapan Pembuatan Putusan Hakim dalam Perkara Pidaa°

Perbuatan Pidana | —| parpuatan —» | Tidak Terbukti —»| BEBAS
Terbukti Dihukuman —
> Tidak Bertanggung » | Tidak dapat
Tanggung Jawab dihukum
Jawab
Pidana Bertanggung Jawab p | Dihukum
N
V‘
Kebebasan Hakim Terpidana €«

Teori pengambilan putusan sangat relevan dengamidsddam membuat
putusan di pengadilan. Putusan tersebut terutantiak umenentukan bersalah
tidaknya terdakwa yang diajukan ke muka persidanDasamping itu juga untuk
menentukan sanksi pidana (hukuman) yang tepat yergs diterima oleh
terdakwa jika sudah terbukti bersalah melakukabysgan pidana.

2. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Proses Pembuan Putusan
Hakim
2.1 Kemandirian Hakim Dan Faktor Yang Mempengaruhi Hakim

Kemandirian kekuasaan hakim atau kebebasan hakimipadean asas
yang sifatnya universal, yang terdapat dimanadapakapan saja, asas ini berarti
bahwa, dalam melaksanakan peradilan, hakim itu mpldarnya bebas, yaitu

bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara daaslulyi campur tangan atau

% yusti Probowati Rahayu, 2005Di Balik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum
dalam Perkara Pidana”Srikandi,Surabaya, Him. 91.
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turun tangan kekuasaan ekstra yudfdiiPada dasarnya dalam memeriksa dan
mengadili, hakim bebas untuk menetukan sendiri -cara memeriksa dan
mengadili. Kecuali itu pada dasarnya tidak ada lpihiaak, baik atasan hakim
yang bersangkutan maupun pihak ekstra yudisiil yaigh mencampuri jalannya
sidang peradilan. Meskipun pada asasnya hakim #@odim atau bebas, tetapi
kebebasan hakim itu tidaklah mutlak, karena dalaanjatankan tugasnya hakim
secara mikro dibatasi oleh pancasila, UUD, peratuparundang-undangan,
kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaaradalah faktor-faktor
yang dapat membatasi kebebasan hakim. Kalaupunb&ste hakim bersifat
universal, tetapi pelaksanaannya di masing-massggna tidak sama.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hakim ddiam
menjatuhkan suatu putusan. Faktor-faktor tersebetumut Loebby Lugman
meliputi: (i) raw in-put yakni faktor yang berhubungan dengan suku, agama,
pendidikan informal, dan sebagainya; {istrumental inputyakni faktor yang
berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan foliplenvironmental inpyt
yakni faktor lingkungan, sosial budaya yang berpenly dalam kehidupan
seorang hakim, seperti lingkungan organisasi deetismnya?

Yahya Harahap (dalam Pontang Moerad B.N, 2005) mianiefaktor-
faktor tersebut menjadi faktor subjektif dan fakiobjektif. Faktor subjektif
meliputi: (i) Sikap perilaku yang apriori, yakni atya sikap hakim yang sejak

semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang dipedén di adili adalah

1 Sudikno Mertokusumo“Relevansi Peneguhan Etika Profesi Bagi Kemaadiri
Kekuasaan Kehakiman”Pada Seminar 50 Tahun Kemandirian Kekuasaan Kmhak di
Indonesia, Fakultas Hokum UGM, 26 Agustus 1995, .Hlm

%2 Loebby Lugman, 1990 Delik-delik Politik”, Ind-Hill CO, Jakarta, him. 123.
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orang yang menang telah bersalah sehingga harpslaha. (i) Sikap perilaku
emosional, yakni putusan pengadilan akan di pehgasleh perangai hakim.
Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggungn dkerbeda dengan
perangai hakim yang tidak mudah tersinggung. Demikpula putusan hakim
mudah marah dan pendendam akan berbeda dengaarpst@ang hakim yang
sabar. (iii) Sikaparrogence poweryakni sikap lain yang mempengaruhi suatu
putusan adalah “kecongkakan kekuasaan”, disininmakerasa dirinya berkuasa
dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembelalaapaerdakwa). (iv) Moral,
yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun putdeadi seorang hakim
diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh mopaibadi hakim tersebut terlebih
dalam memeriksa serta memutuskan suatu petkara.

Faktor-faktor objektif meliputi: (i) Latar belakandudaya, yakni
kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentmiaengaruhi suatu putusan
hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidaksifat determinis, tetapi
faktor ini setidaknya ikut mempengaruhi hakim dala®ngambil suatu putusan.
(i) Profesonalisme, yakni kecerdasan serta prafedisme seorang hakim ikut
memengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusgaddlan sering dipengaruhi
oleh profesionalisme hakim terselfit.

Sudirman mengatakan bahwa terdapat beberapa fakiog dapat
memengaruhi putusan seseorang (termasuk hakint), gimiamika diri individu,
dinamika para kelompok orang dalam organisasi,ndike dari para lingkungan

organisasi, adanya tekanan dari luar, adanya pemgiari kelompok luar, dan

% pontang Moerad B.N., 2005Pémbentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan
dalam Perkara Pidana”Alumni, Bandung, him. 117-118.
% pontang Moerad B.Nbid. Him.118.
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adanya pengaruh dari keadaan masa lalu. Lebihtldikatakan bahwa keputusan
seseorang dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai yamum di tengah masyarakat
yang ada di lingkungan sekitarnya. Nilai-nilai &dygt seperti: (i) Nilai politis,
yakni nilai politik atau kelompok kepentingan tertie (ii) Nilai organisasi, yakni
nilai organisasi di mana keputusan dibuat atas rdagai-nilai yang dianut
organisasi, seperti balas jasa dan sanksi yangt dapaengaruhi anggota
organisasi untuk menerima dan melaksanakannypN(i&i pribadi, yakni nilai
pribadi dimana keputusan dibuat atas dasar nilai-pribadi yang dianut oleh
pribadi pembuat keputusan untuk mempertahankamssgaio, reputasi, kekayaan,
dan sebagainya. (iv) Nilai kebijaksanaan, yaknainkebijaksanaan terhadap
kepentingan publik. (v) Nilai ideologi, yakni nilaeperti nasionalisme yang dapat
menjadi landasan pembuatan kebijaksaffaan.

Rekuisitor (tuntutan) jaksa memengaruhi hakim dalamenjatuhkan
hukuman, semakin tinggi rekuisitor jaksa semakimgdi pula hukuman yang
dijatuhkan. Penelitian ini dilakukan secara ekspen terhadap 90 hakim yang
dibagi dalam tiga kelompok, dan diminta untuk mernka® hukuman pada
perkara yang sama (pembunuhan berencana dengamatal®asal 338 KUHP),
hasilnya menunjukkan bahwa hakim yang mendapatkekuigitir tinggi,
memberikan hukuman yang tinggi (rerata 85,97 bulaaljim yang mendapatkan
perkara tanpa rekuisitor rendah memberikan hukusetiang (rerata 59,13
bulan), sedangkan hakim yang mendapatkan rekuisgadah memberikan

hukuman yang rendah (rerata 43,77 bulan). Ini méaikan bahwa hakim sangat

% Antonius Sudirman, 2007 Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan
dari Perspektif llImu Hukum Perilaku (Behavioral laprudence) Kasus Hakim Bismar Sirega'r,
Citra aditya Bakti, Bandung, him. 196-197.
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terpengaruh oleh rekuisitor jaksa dalam menentukakuman. Saran yang

diberikan dari studi ini sebaiknya sistem hukumoimekia tidak menggunakan
rekuisitor jaksa, sehingga hakim lebih dipacu unmuimutuskan perkara secara
adil tanpa terpengaruh secara kognitif oleh j&Rsa.

Peraturan hukum menggariskan hakim tidak boleh laiehal-hal lain
kecuali faktor yang telah ditetapkan dengan undamgng. Namun kenyataan
menunjukkan baha, proses hakim dalam memutuskakanaer sering kali
terpengaruh oleh faktor-faktor non-hukum, sepeitat skepribadian hakim,
penampilan terdakwa, dan diri si korban. Terdapasilhpenelitian yang
menunjukan bahwa hakim yang bersifat otoriter aka@njatuhkan hukuman yang
lebih berat dari pada hakim yang tidak bersifaritdan Penampilan terdakwa di
ruang sidang, seperti gaya bicara, postur dudukbeadiri, cara berpakaia akan
ikut berpengaruh pada putusan hakim yang dijatutdiakorban yang rupanya
menarik, akan lebih besar kemungkinan si terdakwtakumendapatkan hukuman
bersalah dan dihukum lebih berat. Faktor usiakahgendidikan dan status sosial
ekonomi korban juga ikut berpengaruh pula terhdgeat ringannya hukuman
bagi si terdakwé’

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap putusstimh dapat
diklasifikasi menjadi: (i) Faktor hakimnya sendiyang dapat berupa antara lain

jenis kelamin, ras, kepribadian otoriter dan stapeskawinan; (i) Faktor

% yusti Probowati Rahayu, 2001R&kuisitor Jaksa Penuntut Umum dan Kepribadian
Otoriter Hakim dalam Proses Pemidanaan di Indonediisertasi di Universitas Gadjah Mada
(UGM) telah diterbitkan dalam buku dengan judDi; Balik Putusan Hakim Kajian Psikologi
Hukum dalam Perkara Pidan&enerbit Srikandi, tahun 2005.

7M. Syamsudin, 1990, Faktor-faktor Yang Memengaruhi Kemandirian Hakimaga
Memutus Perkara di PengadilanJurnal Arena AlmamateNo. 51 Tahun XIV JANUARI-
MARET 1999, him 10.
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terdakwa seperti jenis kelamin, ras, dan juga dasik; (iii) Faktor saksi seperti
daya tarik, jenis kelamin dan ras; (v) Faktor peaga seperti daya tarik dan f&s.
Uraian berikut ini akan menjelaskan secra detétbiafaktor tersebut :

2.2  Faktor Hakim

Beberapa hal yang ada di dalam diri hakim yang dregaruh dalam
pembuatan putusan, meliputi: kemampuan berpikirisjoggepribadian, jenis
kelamin, usia, dan pengalaman kéfjalenurut Rahardjo, di Indonesia perhatian
terhadap faktor manusia (hakim) belum berkembangkdra dapat dikatakan
belum berkembang sama sekali. Faktor manusia delaiah latar belakang
perorangnya, pendidikannya, serta keadaan konkreg giihadapinya pada waktu
membuat suatu putuséh.

Kemampuan berpikir logis yang baik sangat dibutuhkdeh profesi
hakim terutama dalam pembuatan putusan untuk maeentbersalah atau
tidaknya terdakwa dalam proses persidangan. Di s@gmpu juga untuk
menentukan jenis pidana yang sesuai dengar perbpadana yang dilakukan,
jika terdakwa telah diputuskan bersafah.

Faktor kepribadian hakim juga berpengaruh terhguatpsan hakim di
pengadilan. Mitchell dan Byrne menemukan, bahwaharkepribadian otoriter
lebih sering menyatakan terdakwa bersalah. SenzeiitaMills dan Bohannon
menemukan bahwa juri yang memiliki empati tingghaerung memutuskan

terdakwa bersalah. Menurut Altermeyer, bahwa intdivotoriter percaya bahwa

% yusti Prabowo Rahayu, 2008p. Cit.,him. 103.

% Yusti Prabowo Rahayibid., him 113.

0 Satjipto Rahardjo, tanpa tahunM4salah Penegakan Hukum”, Suatu Tinjauan
Sosiologi,Sinar Baru, Bandung, him. 79.

" Yusti Probowati Rahayu, 2008p. Cit.,him. 113.
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kejahatan merupakan tindakan yang serius dan hukdiagaat mengubah perilaku
kriminal menjadi baik. Individu otoriter merasa nmmoleh kepuasan dan
kesenangan jika dapat menghukum orang yang beshlzt’?

2.3  Faktor Terdakwa

Terdakwa juga dapat memberikan pengaruh terhadapsgu hakim.
Pengaruh yang diberikan dapat dibedakan menjadiktenstik terdakwa dan
keterangan terdakwa. Karakteristik terdakwa, yw#tateristik yang melekat pada
diri terdakwa pada saat menjalani pemeriksaan, yaelguti jenis kelamin, usia,
daya tarik, dan ra$.

Jenis kelamin terdakwa berpengaruh terhadap putusdam. Kelven dan
Zeisel (dalam Rahayu, 2005) melaporkan bahwa teraafria lebih sering
diputus bersalah oleh juri dalam kasus pembunulaaargannya. Negel (dalam
Rahayu, 2005) mengemukakan bahwa terdakwa wanakain lebih ringan
dibandingkan pria dalam kasus Perkelahian, peraampokan pencurian,
sedangkan kasus pembunuhan pada anaknya sendigkwa& wanita dihukum
lebih berat dibandingkan terdakwa pria. Hal iniethgbkan dalam masyarakat
Indonesia, wanita distereotipkan bertanggung javethadap pemeliharaan
keluarga (termasuk anak). Demikian pula faktor wsrdakwa juga berpengaruh
terhadap putusan hakim atas berat ringannya hukuhesdakwa dengan usia tua

lebih mengundang iba hakim, demikian pula jika teidakwa masih mud4.

2 Yusti Probowati Rahayu, 2008p. Cit.,him. 113-114.
3 Yusti Probowati Rahayubid., him. 131
" Yusti Probowati Rahayubid. him. 132-133.
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2.4  Faktor Saksi

Saksi dapat pula memengaruhi hakim dalam memutugkakara di
pengadilan. Brigham dan Wolfskeil (dalam Rahay)3)0meneliti bahwa hakim
dan juri menaruh kepercayaan 90% terhadap kesalsaktor diri saksi yang
berpengaruh terhadap pemidanaan dakim antargeais: kelamin, suku bangsa,
status sosial ekonomi, tampang dan perilaku digyemgadilarf®
2.5  Faktor Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Penelitian Rahayu menemukan, bahwa besarnya rekuigintutan) jaksa
memengaruhi sebagian hakim dalam menentukan peaddan Dalam
memutuskan pemidanaan hakim akan menggunakanyzagaddidakwakan jaksa
dan kebebasan hakim. Pada kenyataannya masih derdagkim dalam
memutuskan pemidanaan menggunakan rekuisitor jadsantut umum sebagai
acuan mutlak. Hal ini dibuktikan oleh penelitianhagu (1995) yang
menggunakan subjek penelitian mahasiswa hukum, méten 68,2% subjek
terpengaruh oleh rekuisitor jaksa penuntut umunardgbemidanaan. Penelitian
Rahayu (1998) dengan menggunakan data dokumergdsirp di Pengadilan
Negeri Yogyakarta juga membuktikan bahwa pemidanaakim berkorelasi
positif (sebesar 0,9) dengan rekuisitor jaksa. &eménggi rekuisitor jaksa

penuntut umum semakin tinggi pula pemidanaan hakim.

> Yusti Probowati Rahayubid., him. 134.
® Yusti Probowati Rahayubid., him. 135
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2.6  Faktor Pengacara Atau Advokat

Menurut Brigham (dalam Rahayu, 2005), pengacara yaenarik dapat
memberikan pengaruh yang besar dalam proses pegsitlakarena ia dapat
berperan sebagai komunikator yang persuasif teph&a@&im. Pada umumnya
pengacara memiliki relasi yang luas dan mempunyhkan yang sangat
memberikan pengaruh terhadap putusan hakim. Du G@dalam Rahayu, 2005)
memberikan kriteria pengacara yang sukses vyaituy yaemiliki kejujuran,
pandangan baik, berani, dapat mengontrol perasdeain kesungguhan hati dan
rajin. Thomas (dalam Rahayu, 2005), prnah melakukanwancara dengan
sejumlah pengacara untuk memperoleh kriteria pemrgacyang baik. la
menemukan bahwa pengacara yang sukses adalah yakegpifibadian dan
memiliki kemampuan persuai yang baik. Hampel (dal&ahayu, 2005)
menekankan bahwa pengacaa yang sukses adalah gsdamamunikator yang
baik.”’
2.7 Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yang dapat memengaruhi putudam tdapat berupa
opini dan budaya masyarakat. Opini publik biasabgebentuk dari pemuatan
kasus yang sedang dilakukan pemeriksaan melaluiantetévisi, radio, surat
kabar dan sevagainya. Roberts dan Edwards (daldrayRa2005), menunjukkan

bahwa penyayangan berita kejahatan mendorong amsrgandang terdakwa

""Yusti Probowati Rahayubid., him. 135-136.
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semakin tidak menguntungkan. Opini publik memenigianakim untuk bertindak
sesuai harapan masyarakat, agar hakim terhindiatelanan masyarakét.

Dari uraian tentang faktor-faktor yang berpengatathadap putusan
hakim seperti diuraikan diatas, dapat digambarkaland sebuah skema seperti
pada Gambar berikut ini :

Ragaan 2
Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuatan ptusan hakim dalam
perkara pidana
(sumber: Rahayu, 2005)

K HAKIM \

= Kecerdasan (1Q, EQ, SQ)

= Kepribadian

= Jenis kelamin

= Usia & Pengalaman Kerja

= Nilai-nilai, Latar Belakang &

JAKSA/PENUNTUT

= Rekuisitor

K Lingkungan J
ADVOKAT/PENGACARA /
= Keahlian l

= Kepribadian

MASYARAKAT

SAKSI-SAKSI = QOpini Publik

= Jenis kelamin TERDAKWA } L * budaya

= Status Socio-Culture
= Karakteristik Terdakwa

= Keterangan Terdakwa

8 Yusti Probowati Rahayubid., him. 137.
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3. Bentuk Dan Tata Cara Pengambilan Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan merupakan out put dari suatgeprperadilan di
siding pengadilan yang meliputi proses pemerikssalksi-saksi, pemeriksaan
terdakwa, pemeriksaan barang bukti. Ketika proseshoiktian dinyatakan seselai
oleh hakim, maka tiba saatnya hakim mengambil kegaurt.

Bentuk-bentuk putusan pengadilan dapat diketahuidsarkan Pasal 1
butir 11 KUHP. Pasal ini menyebutkan bahwa putuggmgadilan adalah
pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang péagagrbuka, yang dapat
berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari $egaltan hukum dalam hal
serta menurut cara yang diatur dalam undang-undargm acara pidana.
Demikian pulan berdasarkan Pasal 191 KUHAP, makaspn pengadilan dapat
digolongkan dalam 3 macam vyaitu:

1. Putusan Bebas dari segala tuduhan hukum.
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
3. Putusan yang mengandung pemidanaan.

Secara ringkas dapat dikatakan putusan bebas,aputepas dari segala
tuntutan dan pemidanaan. Ketiga macam putusan @sing-masing akan
dijelaskan berikut inf?

4. Paradigma Berpikir Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Istilah paradigma awalnya digunakan dalam duniauilpengetahuan,

terutama di bidang filsafat ilmu pengetahuan. Sedarminologis, istilah ini

dikembangkan oleh Thomas S. Khun dalam bukunya pangdulThe Structure

" Rusli Muhammad, 2013, Lembaga Pengadilan Indonesialll Pres, Yogyakarta,
Him. 101.
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of Scientific revolutionParadigma diartikan sebagai asumsi dasar atau asums
teoritis yang umum, sehingga paradigma merupakatussember nilai, hukum,
dan metodologi. Sesuai dengan kedudukannya, pamadigemiliki fungsi yang
strategis dalam membangun kerangka berpikir daategfr penerapannya,
sehingga setiap ilmu pengetahuan memiliki sifati, can karakter yang khas
berbeda dengan ilmu pengetahuan lairfflya.

lImu pengetahuan memiliki sifat yang sangat dinarrsinya, teori yang
telah dibangun, mapan, dan diakui eksistensinyandalmu pengetahuan dapat
mengalami perubaham sebagai akibat adanya temoaratebaru yang diperoleh
memulai dunia penelitian. Apabila demikian, makaul harus kembali pada
asumsi dasar atau asumsi teoretik untuk mengkagidgana ilmu pengetahuan
yang bersangkutan. Dengan kata lain, serang ilmuweains mengkaji kembali
dasar ontologis dari ilmu tersebut. Misalnya, suatori ilmu-ilmu sosial yang
dibangun atas dasar hasil penelitian ilmiah (metagkntitatif), yang mengkaji
manusia dan masyarakat berdasarkan sifat-sifat pangjal, terukur, korelatif,
dan posotivistik tidak dapat dipertahankan lagi ekar teori itu secara
epistemologis hanya dibangun atas dasar kajian aspek dari objek ilmu
pengetahuan itu. Oleh karena itu, tidak keliru #dpalpara ilmuan sosial
mengembangkan paradigma baru yang dibangun atasrdatode kualitatit*

Istilah paradigma semakin lama semakin berkembaghgn biasa
digunakan dalam berbagai bidang kehidupan dan pengetahuan. Misalnya

politik, hukum, ekonomi, budaya, dan bidang ilminfga. Dalam kehidupan

8 Sugito dkk., 2002, Pendidikan Pancasila”UPT MKU UNNES, Semarang, him.
178.
81 Sugito, Ibid . him. 179.
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sehari-hari, paradigma berkembang menjadi termgiolgang mengandun
pengertian sebagai sumber nilai, kerangka berpikientasi dasar, sumber asas,
tolak ukur, parameter, serta arah dan tujuan deatusperkembangan, perubahan
dan proses dalam bidang tertentu, termasuk dalambg®gunan, gerakan
reformasi, maupun dalam proses pendidikan. Dengamikian, paradigma
menempati posisi dan fungsi yang strategis dalaosgsr kegiatan, termasuk
kegiatan pembangunan, perencanaan, proses pelaksadan hasil-hasilnya
dapat diukur dengan paradigma tertentu yang diyékinenaranny&’

Paradigma di sini dimaksudkan sebagai pola ataanigiea berpikir hakim
dalam memutuskan perkdta.Kerangka berpikir tersebut didasarkan pada
penalaran hakim dalam mengkonstruksi putusan ateu skasus konkret.
Menurut Shidarta, penalaran hukum sendiri diartikabagai kegiatan beroikir
problematis tersistematisasi dari subjek hukum ga&banakhluk individu dan
sosial di dalam lingkungan kebudayaannya. Disellilpmatis karena penalaran
hukum merupakan penalaran praktis sebagai konsekdan karakter keilmuan
hukum sendiri (sebagai ilmu praktis), yang diabdikatuk mencari putusan bagi
penyelesaian kasus-kasus konkret. Disebut tersasierkarena argumentasi dan
putusan yang dihasilkan harus ditempatkan dalaankga hukum sebagai sistem

(tatananf*

82 Sugito, Ibid. HIm. 181.

8 Makna paradikma meliputi; model dalam teori ilmengetahuan, kerangka berpikir,
daftar semua bentukan dari sebuah kata yang medhaikdn konjungsi dan deklinasi kata
tersebutKamus Besar Bahasa Indonesizepartemen Pndidikan dan kebudayaan, cetakagaketi
1990, him. 648.

8 Shidarta, 2006, Filosofi Penalaran Hukum Hakim Konstitusi dalam Mé&Eransisi
Konstutusio- nalitas Jurnal Hukum Jentera, Edisi 11 tahun Ill, Jaiivaret 2006, him. 6
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B. Hal-Hal Yang Harus Dipertimbangkan Oleh Hakim Dalam Penjatuhan
Putusan Perkara Tindak Pidana.

Putusan pemidanaan pada hakikatnya merupakan putugaim yang
berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk ateerj hukuman atas
perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amasgyutu

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentangu&saan
kehakiman:

1. Pasall6(1):
“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dangadili
suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwarhulkdak ada atau
kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dangadilinya”.

2. Pasal 25 (1)
“segala putusan pengadilan selain harus memuaaraldan dasar
putusan tersebut, memuat pula Pasal tertentu dexfyran perundang-
undangan yeng bersangkutan atau sumber hukum taHisteyang
dijadikan dasar untuk di adili”.

Menurut perundang-undangan maupun teori-teori hukwaapun doktrin-
doktrin tidak ada yang mengatur yang menjadi kdteatau tolak ukur untuk
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang terbuoidiakukan kejahatan.
KUHP di dalam pasal-pasalnya hanya menyebutkanimaks pidana yang dapat
di jatuhkan kepada terdakwa tetapi batas minimuntidek ada. Hal tersebut
mengakibatkan keanekaragaman putusan kehakiman.

Praktek di dalam pengadilan, yang dijadikan ukuratuk menjatuhkan
pidana adalah kesalahan terdakwa disertai denddmhgang meringankan atau

yang memberatkan bagi terdakwa. Di samping itu jdgaasukkannya unsur

kesalahan dari korban sendiri yang mendorong terdakelakukan perbuatan,
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pribadi atau melakukan terdakwa, motif perbuatanryagkat kesadisan dari
terdakwa, serta tingkat pengaruh perbuatan terhddggentingan keamanan
umum (masyarakafy.

Pedoman pemberian pidana memberikan kemungkinanhb&gn untuk
memperhitungkan seluruh face kejadian, yaitu berggannya delik atau cara
delit itu dilakukan, pribadi membuat, umumnya tiagkkecerdasannya dan
keadaan-keadaan serta suasana waktu perbuataa pédsebut dilakukafi®

Memberikan suatu keadilan dan juga sekaligus makgat hukum yang
baru, seharusnya hakim dapat membuat putusan nmégaksemua pihak. Karena
itulah, sejalan dengan Undang-undang Nomor 4 T&@04 tentang Kekuasaan
Kehakiman dalam Pasal 25-an mensyaratkan bahwdaspgusan pengadilan
selain harus memuat alasan dan dasar putusan ugrsebmuat pula Pasal
tertentu dari peraturan perundang-undangan yangabgkutan atau sumber
hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk meiiga’

Wiacher dalam W, Van Gerven menunjukkan lima faktang menjadi
pedoman hakim dalam penemuan hukum tidak tertulisardundang-undang,
yakni: pertama-tama asas-asas yang dinyatakan dalaslang-undang atau
naskah dasar lainnya; kedua, apa yang disebutastatal kecenderungan hidup

(trends of life ketiga asas-asas putusan hakim yang telah merapleiuatan

8 Chaeranni A. Wani dan Eddy Junaedi Karnasudirjdarigkah pencegahan dan
penanggulangan tindak kekerasan terhadap Wanitdflakalah dalam diskusi panel langkah
pencegahan dan penanggulangan Tindak KekerasaradegrhWanita, Diselenggarakan oleh
Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Tata Uddédgara Departemen Kehakiman RI, 1997,
him. 134.

8 Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan PidanaPenerbit Universitas
Diponegoro, Semarang, him. 109.

8 Aroma Elmina Martha, 2003'Perempuan Kekerasan dan Hukumll Pers,
Yogyakarta, him. 42
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hukum tetap yurisprudensi);keempat, asas-asas keadilan dari yrisprudensi yang

telah mendapatkepastian dan ajaran yang berlakamdéinu pengetahuan dan

peradilan sejauh dapat dipertanggungjawabRan.

Mencapai pidana yang pantgsdper sentenceshaka hal-hal yang perlu

dipertimbangkan oleh hakim ialah:

a.

Perlunya informasi yang lengkap tentang tindak maddan pelaku tindak
pidana.

Analisa terhadap informasi yang telah diperolehtaieq tindak pidana,
hakekat dakwaan, tingkat grafis tindak pidana. Dalhal ini akan
diperhitungkan pula hal-hal yang meringankan atangymemberatkan
tindak pidana.

Pertimbangan yang berkaitan dengan pandangan kdearamasyarakat.
Perhatian terhadap asas pemidanaan dan petunjuhkjydet baik yang
bersumber  dari perundang-undangan, yurisprudensiaupan
kecenderungan-kecenderungan lain seperti resasslusi internasional
dan sebagainya.

Perhatian terhadap bobot (level) pemidanaan bailg y@ersifat umum
maupun yang bersifat khusus yang yang telah digatusleh pengadilan
yang sama atau pengadilan yang lain.

Pertimbangan terhadap tujuan pemidanaan yang helieapkan.

Hal-hal yang meringankan, yang melekat pada pdiakiak pidana.

8 Wieacker dalam W. Van Gerven, (Terjemaha Hartinian§gono), 1973,

“Kebijaksanaan Hakim”Erlangga, Jakarta, him. 19.
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h. Apabila lebih dari satu pidana diterapkan, perllakdikan pemeriksaan
atau peninjauan tentang sampai seberapa jauh eéell&n tercapai.

i. Apabila pidana yang pantapréper sentences maka harus diberikan
alasan-alasan yang jel®s.

Menurut penulis bahwa penjatuhan pidana kepadakyel®jatahan
haruslah sesuai dengan seberapa besar kesalaltateldndiperbuat oleh pelaku
dan juga harus sesuai dengan penderitaan yang dalahta oleh korban baik
secara fisik maupun secara non fisik agar tercgiatu pemidanaan yang
memenuhi rasa keadilan bagi pelaku, korban daa seasyarakat umum.

Memutuskan suatu perkara khususnya perkara pidapanghdilan,
kecuali pertimbangan yang bersifat yuridis yanginglkan dari hasil
pemeriksaan dan pembuktian di sidang pengadilam jpgrlu diperhatikan
pertimbangan-pertimbangan di luar yuridis yang pliantara lain:

1) Latar belakang pelaku

Bahwa latar belakang pelaku seperti tingkat pekdmi lingkungan,
keluarga, digunakan oleh hakim sebagai dasar pgeattigannya. Karena ada suatu
pendapat yang menyatakan seseorang yang tingkdidgemnya rendah akan
besar kemungkinannya untuk melakukan kejahatan, téraebut disebabkan
karena keterbatan pengetahuan dan pemikirannya.

2) Modus Operandi/ Cara Melakukan
Cara melakukan suatu kejahatan, khususnya dalamhaktinpidana

kekerasan massal (tawuran) tersebut dapat di jadikaar pertimbangan hakim.

8 Ibid. him. 22.
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Karena cara yang dilakukan dalam tindak pidana resieen massal (tawuran)

tersebut bermacam-macam bentuknya dari yang hamgkud, di injak atau

dengan menggunakan senjata atau dengan cara glakgrtanusiawi/sadis, maka

akan mempengaruhi berat ringannya pidana yangdikérhkan.

Pertimbangan-pertimbangan yuridis yang digunakash dlakim dalam

menjatuhkan pidana. Pertimbangan-pertimbangan igwahg dimaksud adalah:

a) Adanya aturan dalam hukum pidana yang dilanggar.

b)

C).

Bahwa hakim dalam pertimbangannya harus mempedmtikpakah
perbuatan terdakwa tersebut benar-bear telah mdmemsure-unsur
dalam aturan hukum yang dilanggar atau tidak Khususunsur-unsur
yang terdapat di dalam Pasal 170 KUHP mengataarignsanksi hukum
bagi para pelaku kekerasan terhadap orang atanghdranuka umum.
Adana kesalahan.
Bahwa untuk mengetahui ada tidaknya suatu kesalaHakim harus
memperhatikan unsur-unsur kesalahan, yaitu:
(1). Adanya kemampuan bertanggungjawab dari pelaku
(2). Adanya bentuk kesalahan yang berupa kesengtga&kealpaan.
(3). Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan
Terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakam @@masuk juga didalam
alat bukti yang diperlukan.
Bahwa hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pittsthadap terdakwa

sebaiknya harus memepertimbangkan tentang hasili g@aoses
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pemeriksaan dan pembuktian yang dilakukan dipergaa dan juga
terhadap sah atau tidaknya alat bukti yang diajukan

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mehjen pidana dan

wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambiltasan yang berdasarkan

pada naskah rancangan Kitab Undang-undang Hukuan®&id@ahun 2004 yang

tercantum dalam pasal 52 adafih:

(1).
(2).
3).
(4).
(5).
(6).

(7).
(8).
9).

Kesalahan pembuat tindak pidana

Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.

Cara melakukan tindak pidana

Sikap batin pembuat tindak pidana

Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuodaki pidana
Sikap dan tindakan pembuat tindak pidana sesuddakuoi@n tindak
pidana

Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat pitdada
Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana ykkgkin

Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau kelandpan

(10). Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana

Hakim dalam peraktiknya, untuk menjatuhkan putusahadap pelaku

kekerasan massal (tawuran) yang dilakukan oknum asmsha terhadap

korbannya itu sendiri juga sama dengan apabila mesmerkara-perkara pidana

yang lain, yaitu dengan melihat faktor-faktor yangeringankan dan yang

memberatkan, yaitu antara lain:

% Bambang Waluyo, 2004Pidana dan PemidanaanSinar Grafika, Jakarta, him.91.
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Pertimbangan Yang Meringankan:

(a).Terdakwa masih mudah

(b). Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya.

(c). Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

(d).Terdakwa bersikap sopan.

(e).Terdakwa belum pernah dihukum.

Pertimbangan Yang Memberatkan :
(a).Apabila terdakwa mengelak dan tidak mau mengakthya¢annya yang
didakwakan kepadanya padahal perbuatannya itu dlaktikan oleh
pengadilan yan diperoleh dari keterangan saksiksélesil visum dan
keterangan dan dari korban.
(b).Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korbannyanggal dunia.
Sebagaimana yang telah penulis kemukakan diataswabadidalam
praktek, hakim dalam menjatuhkan putusan terhagudgku kekerasan, lebih
banyak menggunakan pertimbangan-pertimbangan guriCkrena hal tersebut
didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yasrgbuktikan bahwa
perbuatan terdakwa merupakan suatu tindak pidanantmimbulkan kerugian
bagi orang lain serta perbuatan tersebut dilarda aturan hukum, sekaligus
diancm dengan pidana.

Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakland berbagai

putusannya akan dilihat pada dua kategori. Katgggrtama akan dilihat dari segi
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pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adatingbangan yang bersifat
non yuridis®*
1. Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertighanhakim yang
didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkagalam persidangan dan oleh
undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang lmuat di dalam putusan.
Pada tulisan ini, hal-hal yang dimaksudkan terselmntaranya adalah dakwaan
jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan dasing-barang bukti, pasal-
pasal dalam peraturan hukum pidana dan lainnyagagba. Meskipun belum
ada ketentuan yang menyebutkan bahwa di antaratgamgat dalam putusan itu
merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis, narkarena hal itu sudah
ditetapkan oleh undang-undang dan lagi pula haébert terungkap sebagai fakta
yang bersifat yuridis di sidang pengadilan, makaatlah disebutkan dan
digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifatdigiriAdapun pertimbangan
hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yursgisara sistematis akan
diuraikan berikut :
a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana kaezdadarkan itulah
pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selznisikan identitas
terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yangkdidkan dengan menyebut

waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

1 Rusli MuhammadQp. Cit,him. 109-120.
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Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemerikeaaahuluan yang
disusun tunggal, kumulatif, alternatif, ataupunssdair. Dakwaandisusun secara
tunggal apabila seorang atau lebih mungkin melakukastu perbuatan saja,
misalnya perkelahian massal (biasa) pada PasaKUHP. Namun kalau orang
tersebut selain melakukan perkelahian biasa, memlpaga senjata tajam tanpa
izin berwajib. Dalam hal ini dakwaan disusun sedanaulatif, artinya terdakwa
didakwa dua macam pidana (delik) sekaligus, yaétkglahian yang dilakukan
bersana-sama (biasa) dan membawa senjata tajam i@np Oleh karena itu
maka dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagavagn 1, I, Il dan
seterusnya.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 buytidigolongkan
sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalahyapg dinyatakan terdakwa di
sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau akgtahui sendiri atau alami
sendiri.

Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatatalam bentuk
pengakuan dan penolakan baik sebahagian maupunukds: terhadap
dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaleh para saksi.
Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawalbas pertanyaan baik
yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun serat hukum.

Keterangan terdakwa yang diajukan di muka perg@ampada umumnya
merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajuk&nhaledm maupun penuntut

umum.
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c. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakiammdmenjatuhkan
putusan adalah keterangan saksi, ketrangan sgbai déatagorikan sebagai alat
bukti sepanjang keterangan itu mengenail suatstpea pidana yang ia dengar
sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri danusadisampaikan di dalam sidang
pengadilan dengan mengangkat sumpabh.

Keterangan saksi yang disampaikan dimika sidanggamilan yang
merupakan hasil pemikiran saja aatau hasil rekaag diperoleh dari orang lain
atau kesaksiade auditu testimonium de auditidak dapat dinilai sebagai alat
bukti yang sah.

d. Barang-barang bukii.

Yang dimaksud dengan barang bukti di sini adalahusebenda yang
dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleturgat umum di depan
sidang pengadilan, meliputi :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa selyaudtau sebagian

di duga diperoleh dari tindak pidana atau sebagsil tindak pidana.

2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk okaaktindak

pidana atau untuk mempersiapkan.

3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi dixayi tindak

pidana.

4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan metakutindak

pidana.

70



5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung detngdek pidana

yang dilakukan.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidaknasuk alat bukti,
sebab Undang-undang menetapkan 5 macam alat baikii keterangan saksi,
keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangalakera.

2. Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis.

Pada tulisan ini, keadaan-keadaan yang digolong&bagai pertimbangan
yang bersifat non yuridis adalah latar belakang tirdakwa, keadaan sosial
ekonomi terdakwa dan lingkungan keluarga terdaleeea faktor agam&.

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatankeedaalam tulisan
ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timawayginan serta dorongan
keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindakanmadkriminil. Keadaan
ekonomi misalnya, adalah merupakan contoh yanggenienjadi latar belakang
kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsasdaiah suatu keadaan
ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa niedlakperbuatannya. Orang
miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, es¢ana tuntutan hidup
senantiasa mendesaknya, akhirnya bagi yang lemain igdengan mudah
menentukan pilihan berbuat pidana.

b. Akibat perbuatan terdakwa
Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudal mpastbawa korban

ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidamdunuhan misalnya, akibat

9 bid., him. 120-123.
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yang terjadi adalah matinya orang lain. Selaainpma berakibat buruk pada
keluarga korban apabila yang menjadi korban ituarigl punggung dalam
kehidupan keluarganya. Demikian pula pada bentykhlatan lain, misalnya
perkosaan, narkotika dan kejahatan terhadap beedaniuanya mempunyai
akibat buruk, tidak saja kepada korbannya melainkgmada masyarakat luas.
Akibat-akibat itu misalnya : pada kejahatan pemsslam, adalah merusak
kegadisan seseorang yang dapat menghancurkan e@aanga. Pada kejahatan
narkotika adalah merusak generasi muda, semergghatan harta benda adalah
hilangnya sebagian atau semua kekayaan seseoralmkarBakibat dari perbuatan
dari terdakwa dari kejahatan yang dilakukan terselapat pula berpengaruh
buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamaaanketentraman mereka
senantiasa terancam.
c. Kondisi diri terdakwa

Yang dimaksud dengan kondisi diri terdakwa dalaiisdan ini adalah,
keadaan fisik maupun psyskhis terdakwa sebelumkuicda kejahatan, termasuk
pula status sosial yang melekat pada dirinya. Kaad&ik dimaksudkan adalah
usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaamhipsyinaksudkan adalah
berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaat,nmempunyai perasaan
dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orangddainfikiran dalam
keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dnkks dengan status sosial
adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat yakmakah sebagai pejabat,

tokoh masyarakat ataukah sebagai gelandangan dagaseya.
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C. Disparitas Pidana Dalam Putusan Tindak Pidana

Putusan hakim dalam menjatuhkan pidana seringkanyebabkan
terjadinya disparitas. Hal itu disebabkan karersées peradilan kita menganut
asas the persusive of precedenyang mana menurut asas ini hakim diberikan
kebebasan dalam memutuskan suatu perkara tangattelengan keputusan
hakim yang terdahulu seperti yang berlaku dinegary menganut asashé
binding force of precendent”.

Setiap dalam mengambil keputusan hakim dapat meskatuberdasarkan
keyakinannya. Kebebasan tersebut tidak mutlak,neakeputusan yang diambil
harus konstitusional tidak sewenang-wenang danabarllan alat bukti yang sah
sehingga disparitas tersebut dapat dipertangguagjean® Tidak adanya
pedoman pemberian pidana yang umum menyebabkarm hakempunyai
kebebasan untuk menentukan jenis pidana, caragaglaln pidana, dan tinggi
atau rendahnya pidana. Tidak hanya Indonesia tetggni hampir seluruh Negara
didunia mengalami apa yang disebut sebagae “disturbing disparity of
sentencing”,yakni suatu delik yang sama atau sifat berbahayasayaa tetapi
pidananya tidak sama.

Muladi dan Barda Nawawi Arief memberi pengertiangggama mengenai
disparitas pidana, yakni penerapan pidana yanc tgdama terhadap tindak

pidana yang samadme offengeatau terhadap tindak pidana sifat berbahayanya

% Sidikno Martokusumo, 1999, Mengenal Hukum”Liberty, Yogyakarta, him. 107-
108
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dapat diperbandingkanoffence of comparable seriousendeswnpa dasar
pembenaran yang jelds.
1. Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana

Putusan hakim sering berbeda-beda dalam kasus gangp atau
dipersamakan. Putusan yang berbeda-beda dalam kgsug sama atau
dipersamakan disebut dengdisparity of sentencingvlasyarakat sering merasa
kebingungan terhadap putusan hakim yang berbeda-bianun apabila putusan
hakim disertai dengan alasan yang tepat dan sdsugan sistem hukum pidana
ataustelselhukum pidana maka hal tersebut sah-sah saja dallom pidana.

Disparitas pidana dalam putusan hakim tidak bidaindari. Dalam
mengambil keputusan hakim mempunyai kebebasan @averiangan untuk
menentukannya. Yang ditentukan dalam pengambilgrutkean hakim yaitu
hanya batas minimum dan maksimum yang telah dikentwleh peraturan
perundang-undangan yang mengatur hal yang akatudkannya.

Menurut Oomen, seorang ahli hukum dari belanda atekgn bahwa
ketentuan yang oleh umum dipandang adi adalah peskara atau tindak pidana
yang sama harus di perlakukan sama dan perkardiatiak pidana yang sama,
harus di perlakukan tidak sama pula. Dalam praktekketentuan yang di
sebutkan di atas tidak semudah yang diperkirakpabfa perkara yang dihadapi
oleh hakim itu mudah, maka tidak akan banyak péasogang akan timbul.

Persoalan tersebut menyangkut pada pelaku danktipidana yang dilakukan

% Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998gori-TeoriDan Kebijakan PidanaAlumni,
Bandung, hal.52.
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akan mempengaruhi pertimbangan hakim dalam mengadmputusan dan hal
tersebut dapat mengakibatkan terjadinya dispapitena’

Perbedaan putusan pada perkarapidana dalam praatekialah akibat
dari kenyataan dalam proses persidangan. Perbyarayn dihadapkan kepada
hakim menunjukkan adanya perbedaan, dan pada hsdmdiri terdapat suatu
perbedaan pandangan mengenai penilaian terhadalatat dalam perkara yang
sama atau dipersamakan. Menurut pengalaman parm tikyatakan bahwa
kunci penerimaarconsistency of sentendesletak padatarting poinyang sama,
yang dipandang sebagai hukuman yang normal bagngghran hukum yang
rata-rata biasaaferag®. Yang dilakukan oleh para pelaku yang untuk mpeata
kali melakukan perbuatarfirét offende)j dengan sarana yang biasavdrage
mean3}, dimana hukuman yang dijatuhkan dikurangi atatandbah harus
memperhatikan segala keadaan yang meliputi pemvagda pelaku tersebtft.

Bismar Siregar menyatakan bahwa apabila seseorangatakan hukum
harus sesuai dengan rasio atau logika yag mananhdiabarkan seperti ilmu
hitung, maka hal tersebut boleh dipersalahkan. kiglan pembagian yang sama
secara exact adalah adil menurut hukum, namun b&amm adil menurut rasa
keadilan. Tentang rasa keadilan akan selalu memkekaungkinan berlainan
antara seseorang, golongan atau golongan masydeatettu disebabkan oleh
faktor-faktor sejaarah, lingkungan dan sebagaiSgsuai dengan Undang-undang

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakimampetddi dalam Pasal 28

% Oomen dalam Ooemar Seno Adji, 198#ukum Hakim Pidana”Erlangga, Jakarta,
him. 24.
% Oomen dalam Ooemar Seno Adiiiid, him. 25-26.
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ayat (1) yang menyatakan bahwa hakim wajib menggakengikuti, dan
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keaadilan yEdgp dalam masyarakat.

Kritik apapun keresahan dari publik memang dirasapabila terdapat
adanya perbedaan atau disparitas dalam hukumaadtgrhpelanggaran yang
coraknya sama. Hukuman yang tidak sama terhadagngmdran yang sama
disebabkan karena perbedaan pada pelangggaran Hdikwka pengadilan atau
karena faktor-faktor lain, seperti penilaian maaiat terhadap tindak pidana
yang bersangkutat?.

Disparitas pidana yang terjadi di Indonesia diskhaboleh berbagai
faktor baik dari sistem hukum yang ada maupun diarihakim sendiri, faktor-
fakor tersebut antara laifi:

1. Dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim Indaesiempunyai
kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenisnpiddrafsoor) yang
dikehendaki, sebab pengancaman pidana dalam unoetagg ditentukan
dalam sistem alternatif.

2. Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berganinya pidana
yang akan dijatuhkan, karena yang diatur oleh ugdertdang hanyalah
batasan minimum dan maksimum saja.

3. KUHP tidk memuat pedoman pemidanaastrgftoemetingsleiddragd
yang umum yaitu sudatu pedoman yang dibuat olehbpetuk undang-

undang yang memuat asas yang perlu diperhatikam ledéim pidana

" Bismas Siregar dalam Nanda Agung Dewantara, 198/Bsalah Kebebasan Hakim
Dalam Menangani Suatu Perkara Pidan®ksara Persada Indonesia, Jakarta, him. 92.

% Ooemar Seno AdjQp, Cit him. 27.

% Muladi dan Barda,Nawawi Ariefp. Cit him. 56-59.
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dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanyalah apearberian pidana

(straftoemetingsleiddraad

4. Sifat internal dan eksternal hakim seperti pengdatdr belakang sosial,
pendidikan, agama, pengalaman, perangai dan pesiadial.

5. Presepsi hakim terhadaphilosophy of punishmentian the aim of
punishmentsangat berperan penting dalam penjatuhan pidanana
seorang hakim memandargjassical school lebih baik daripositive
school akan memidana berat, sebab pandangannya adetatithe
punishment fit the crimelan sebaliknya yang berpandangan modern
(positive schoglakan memidana lebih ringan sebab memandeinthe
punishment fit the criminal.

Dengan adanya faktor-faktor penyebab timbulnyaatisgs, maka setiap
keputusan hakim yang satu dengan yang lainnya sangagkin akan terjadi
perbedaan putusan antara hakim yang satu denggriaranya dalam kasus yang
sama atau dipersamakan. Dengan adanya putusan lyakigh berbeda dalam
kasus yang sama atau dipersamakan yang tidak darteagau dipahami oleh
masyarakat, maka kepercayaan masyarakat terhadagt @enegak hukum akan
berkurang. Berkurangknya kepercayaan masyarakabdap aparat penegak
hukum mengakibatkan masyarakat masyarakat terhapamt penegak hukum
mengakibatkan masyarakat lebih cenderung melakeikgmrechting
2. Pengaruh Aliran Pidana Terhadap Terjadinya Disparitas Pidana

Disparitas pidana sebernarnya berasal dari waw@ssglook dalam arti

pemahaman serta konsisten dalam mengikuti alirdangi. Aliran-aliran ini tidak
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mencari dasar pembenaran pidana, melainkan berusatmgperoleh suatu sistem
hukum pidana yan praktis dan bermanfaat. Secars lgesar aliran dalam hukum
pidana dibagi menjadi tiga aliran klasik, alirandem dan aliran neo klastR®
a. Aliran Klasik

Timbulnya aliran ini merupakan reaksi terhadamcient regimé pada
abad ke 18 di Prancis yang banyak menimbulkan &qbiaistian hukum,
ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan, karaterilfitan ini adalah sebagai
berikut 1%t

1. Penggambaran klasifikasi dari pada jenis-jenidigdaritertentu, yang oleh
pembuat undang-undang dianggap sebagai tindakaidan

2. Pidana sebagai sarana untuk mengatasi kejahatan.

3. Pidana dikenakan pada setiap kejahatan pada tamgkgang dapat
menghasilkan lebih banyak penderitaan dari padaHadaan terhadap
pelaku tindak pidana.

4. Hukum dirumuskan secara jelas dan tertutup bagipneéstasi hakim.

5. Pidana ditentukan secara pasti oleh pembuat unaidang.

b. Aliran Modern

Aliran ini disebut juga aliran positif, karena daldm mencari sebab
kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksiiuk langsung
mendekati dan mempengaruhi dan mempengaruhi peérgaicara positif selai

masih dapat diperbaiki, ciri-ciri aliran ini adal2ff

100 hid., him. 61.
101 pid., him. 61.
1021hid., him. 63.

78



1. Menggambarkan perbuatan-perbuatan yang tidak bakg yoleh
masyarakat beradab diakui sebagai kejahatan.

2. Setiap tindak pidana berdasarkan pada kebutuhamtemnya tidak
mungkin dijatuhkan pidana yang sama walaupun m&kaktindak pidana
yang sama.

3. Tingkah lakumerupakan hasil interaksi antara keplign daln
lingkungan.

4. Pembinaan narapidana secara ilmiah.

5. Keputusan pidana diserahkan kepada pengadilan.

c. Aliran Neo Klasik
Aliran Neo Klasik merupakan gabungan dari aliraasid dengan aliran
modern. Karateristik dari aliran ini adalaf®:

1. Dipengaruhi oleh ketidakmampuan, penyakit jiwa dtaadaan-keadaan
lainnya.

2. Berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bsiik fingkungan
maupun mental.

3. Dalam pertanggungjawaban pidana, menetapkan peanggpidana
dengan pertanggungjawaban dengan sebagian di delhryang khusus
misalnya gila, di bawah umur, dan keadaan-keadaang ydapat
mempengaruhi pengetahuan dan niat pelaku tindaknpigppada waktu

terjadinya kejahatan.

103 Muladi dan Barda Nawawi Arifpid, him. 63.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bsikaiin hal yang
baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengaah ssdtu bentuk tindak
pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-ogddukum Pidana (KUHP)
misalnya salah satu contoh seperti kekerasan m@aséal 170 KHUP). Tindak
pidan tersebut dilakukan dengan kekerasan atauramc&ekerasan, sedangkan
cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa dipakai, masing-masing
tergantung pada kasus yang timbul. Jadi sifatnysuiks. Perbuatan tersebut
dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupuremppuan, dari anak-anak
sampai dewasa.

Pembahasan ini merujuk kepada rangsangan atau rpanga
agresifitas yang sangat tinggi oleh kalangan mathasimaupun sekelompok
oknum yang sangat kuat dan menyebabkan timbul sieatif. Faktor-faktor
yang memicu perilaku tindak pidana oleh sekelomgpkihkum mahasiswa di kota
Makassar yaitu'®*

1. Saling mengejek/perselisihan kata antar etnik.

2. Kecemburuan sosial yang meliputi gaya hidup setidjvidu.

3. Kurangnya moral yang tidak terdidik pada saat meiiegin menjadi

seorang mahasiswa.

104

Wawancara Tanggal 25 Juli 2013 bersama bapak RadataDinas Pendidikan
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4. Kurangnya sarana pendidikan yang tidak terpenuldapaetiap

kampus.

5. Adanya doktrin (senioritas) yang selalu memicudkdnarkisme.

6. Masalah popularitas di mata kaum hawa di setiagspm atau fakultas.

7. Rusaknya tingkat pengetahuan yang disebabkan otelylebalisasi

yang semakin berkembang pesat.

Dari beberapa poin diatas dapat diketahui bahwdakinpidana yang
terjadi dikalangan mahasiswa, jika dikaitkan perddgrwandi salah satu penulis
buku kalangan remaja menyatakan bahwa Tawuranpat&elahian antar pelajar
(mahasiswa) yang banyak dilihat bisa saja merup&k@mena laten, yang suatu
saat bisa muncul kapan saja, dimana maupun ségastiba dan hal itu tidak bisa
diketahui secara past?.

Berdasarkan hasil penelitian, Adapun penyebab diegja permasalah
kasus tawuran di universitas-universita kota Ma&asaenurut hasil penelitian
yang penulis teliti dari beberapa universitas ys&gng timbul kasus tawuran dan
marak dibincangkan oleh masyarakat dan media ségeikut ini :

Tabel 3

(Penyebab Terjadinya Kekerasan Massat{®

Kampus yang
sering terlibat Penyebab Permasalahan yang sering terjadi
Tawuran
UMI Demo merupakan salah satu aksi mahasiswa UMadi

105

Erwandi, 2001, Kenakalan Remaja”Sheila, Bandung, him. 2.
Wawancara Tanggal 28 Juli 2013 di Pengadilan Négakassar dengan Bpk.
Makmur, SH..
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kampus ini yang dapat mengakibatkan oknum polisasze

resah.

UNHAS

Penyebab tawuran yang sering terjadi di universiias
adalah masalah suku/etnik, karna kampus ini mearpak

perbatasan antara suku bugis dan makassar.

UNM

Perempuan dan dendam lama adalah salah satu pbnyek
mengapa mahasiswa sering tawuran antar mahasiswa d

kampus ini.

UNISMUH

Lahan Parkir dan Perbedaan suku merupakan awal
terjadinya perdebatan antar mahasiswa, karena kamijpu
merupakan daerah perbatasan antara kota makassar da

kabupaten gowa.

Catatan : UMI : Universitas Muslim indonesia, UNHABniversitas Hasanuddin,
UNM : Universitas Negeri Makassar, UNISMUH : Unigsi#éas Muhammadiyah

Makassar.

Data diatas menunjukan bahwa permasalahan ternpasgipresentase nya

paling tinggi adalah masalah perbedaan suku atalk gang berbeda-beda.

Menurut responden pada penelitian ini adalah magéhpermasalah sepele/kecil

yang dapat menimbulkan permasalahan-permasalahtam arahasiswa yang

berakibat tawuran yaitu masalah lahan parkir, nafisadling ejek, dendam lama

dan banyak preman yang keluar masuk kampus.

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan PidanaTerhadap

Pelaku Kekerasan Massal (Tawuran).

Sebelum memutus suatu perkara, hakim selalu mémgdean hal-hal

yang dapat menjadi suatu pertimbangan-pertimbahgénsecara yuridis maupun

diluar ketentuan-ketentuan yuridis demi menemukamatus kebenaran dan

menciptakan keadilan.
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Sesuai dengan asas tiada pidana tanpa algsan étraaf zonder schijd
pidana hanya dapat dijatuhkan bila ada kesalalrdiakea, yang dibuktikan di
siding pengadilan, yaitu kesalahan terdakwa sebeya dimaksud dalam
dakwaan penuntut umum. Terdakwa bukan begitu sapmtddijatuhi pidana,
tetapi harus didukung dengan alat bukti yang seljtippula pengadilan yang
menjatuhkan pidana apabila terdakwa bersalah miadaktindakan pidana yang
didakwakan kepadanya.

Seorang hakim mempunyai kebebasan atau kemandidatam
menjatuhkan putusan. Kemandirian kekuasaan kehakim&&au kebebasan
kehakiman bersifat universal yaitu dalam melaksanageradilan, hakim pada
dasarnya bebas dalam memeriksa memeriksa dan niepgédara dan bebas dai
campur tangan atau turun tangan kekuassestra yudisiil. Kebabasan hakim
bukanlah dimaksudkan adanya semacam hak istimewahpdra hakim untuk
berbuat sebebas-bebasnya, akan tetapi dimaksudkgmm hakim dapat
menjatuhkan putusan sesuai hati nuraninya. Kebebhs#tim bukan berarti
bahwa hakim dapat berbuat sesuka hatinya, namum leltus mempertanggung
jawabkan keputusan seperti ketentuan UU Nomor B8nt&2009 tentang pokok-
pokok kekuasaan kehakiman, dimana hakim harus ek alasan-alasan dan
pertimbangan-pertimbangan.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mehjen pidana wajib
dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil putugamg berdasarkan pada
naskah rancangan Kitab Undang-undang Hukum pidaalurm 2004 yang

tercantum dalam Pasal 52 adalah :
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1. Kesalahan pelaku tindak pidana

2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.

3. Cara melakukan tindak pidana.

4. Sikap batin pembuat tindak pidana.

5. Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembodaki pidana.

6. Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tipitddna.

7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat fiitada.

8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana ykkgikin.

9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluandpan.

10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

11.Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku timtkap

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Makmur, SH., ddi J.J.H

Simanjuntak, SH selaku hakim di Pengadilan Negeak&ésar pada tanggal 28
Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2013yam&kan bahwa, hakim
menjatuhkan  putusan perkara pidana terhadap pelakekerasan
massal/perkelahuan massal (Tawuran) yang dilakletm gejumlah mahasiswa
yang bersangkutan, maka hakim melihat faktor afmysang dapat meringankan
atau memberatkan pelaku tindak pidana, yaitu afaara'®’
Pertimbangan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dipidana.

2. Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya.

3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

107

Wawancara Tanggal 15 Agustus 2013 di Pengadilgyeil®akassar dengan Bpk.
Makmur, SH dan Simanjuntak, SH.
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4. Terdakwa berikap sopan.

5. Terdakwa belum pernah dihukum.

6. Terwakwa masih punya tanggungan terhadap anakstaraiau orang
tua.

Pertimbangan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

2. Perbuatan terdakwa dapat merusak fasilitas umum.

3. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban luke- atau
meninggal dunia.

4. Perbuatan terdakwa tidak mau mengakui atau mengedduatan yang
didakwakan kepadanya.

5. Terdakwa melarikan diri.

Melihat lebih jelas pertimbangan-pertimbangan yaiaga digunakan oleh
hakim di Pengadilan Negeri Makassar dapat dilihatamd bentuk putusan
dibawah ini :®

a) Contoh Kasus 1
PUTUSAN No. 321 /Pid.B/2013/PN.MKs.
"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Negeri Makassar, yang memeriksa mangadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaan biasa, pada per#dg#at pertama, menjatuhkan
putusan berikut ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap MUH. ARLAN BAHTIAR

1% Arsip Pengadilan Negeri Makassar.
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Tempat Lahir : Ujung Pandang

Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun /.20 Nopember 1992

Jenis Kelamin . Laki-laki
Kewarganegaraan . Indonesia
Tempat Tinggal : JI. Tanjung Raya Ill No. 61, Keldian Sambung Jawa,

Kecamatan Mamajang, Kota Makassar

Agama . Islam
Pekerjaan D
Pendidikan : Mahasiswa UNM

Terdakwa ditahan oleh :
Penyidik
 Dalam tahanan Rutan sejak tanggal 12 Oktober 2@M2pai dengan
tanggal 08 Januari 2013;
Penuntut Umum
« Dalam tahanan Rutan sejak tanggal 09 Januari 20thBa dengan tanggal
24 Pebruari 2013;
Hakim Pengadilan Negeri Makasar
« Dalam tahanan Rutan sejak tanggal 25 Pebr2@ii3 sampai dengan
tanggal 26 Maret 2013;
* Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makadatm tahanan Rutan
sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan&52013;
Terdakwa di persidangan didampingi Team Penasili&uid, yang terdiri dari:

BUDI MINZATHU, SH, dan MUH. AMIN TASRIF, SH, berdaskan surat kuasa
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khusus tanggal 7 Maret 2013;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara tersebut;

Mendengar dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksadegeri
Makassar;

Mendengar tanggapan Team Penasihat Hukum Terdakas,dakwaan
Penuntut Umum yang pada pokoknya menyataldak mmengajukan keberatan
hukum ;

Mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada Targfg@pril 2013,
yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim atehkan putusan sebagai
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ARLAN BAHTIAR terbuldecara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak piddengan terang-
terangan dan dengan tenaga bersama menggukedenasan terhadap
orang yang menyebabkan mati” sebagaimana diamudiancam pidana
dalam pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHPidana.

2. Menyatakan terdakwa MUH.ARLAN BAHTIAR terbukti beidah
melakukan tindak pidana “Pembunuhan dan Pengamaj@agan rencana
terlebih dahulu” sebagaimana diatur dan diangeicdena dalam Pasal
340 KUHP dan Pasal 353 Ayat (1) KUHP, dalam dakwiesatu Primair

dan kedua Primair kami;
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Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa MUKRLAN BAHTIAR
dengan pidana penjara selansEUMUR HIDUP , dikurangi lamanya
masa penangkapan dan penahanan yang telamdigdsmgan perintah

agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1 ( satu ) sebilah badik bergagang kayu didatin kuningan
dengan panjang sekitar + 28 (dua puluh delaparninseter;

1 ( satu ) buah tas ransel warna coklat merk NAVAL;

1 ( satu ) lembar baju kemeja kotak-kotak merk @#lbrsize XL, dan;

1 ( satu ) buah Flash Disk berisi rekaman CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan pula agar terdakwa MUH. ARLAN BAHRAmembayar

biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima nipiah).

Mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penmasibaum Terdakwa, yang

pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

Menyatakan bahwa terdakwa Muh. Arlan Bahtiar titlakukti secara sah
dan meyakinkan melanggar dakwaan kesatu prinsaalF340 KUHP dan
dakwaan kedua primair Pasal 353 ayat 1 KUHP;

Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkarsdda menghukum
terdakwa berdasarkan dakwaan kesatu lebih daibdPasal 351 ayat 3
dan dakwaan kedua Pasal 351 ayat 1;

Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara yaimgae-ringannya;

Membebankan biaya perkara kepada negara;
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Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umyamg pada pokoknya
menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Mendengar Duplik secara lisan dari Team PaaasHukum Terdakwa,
yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembajaany

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Rénumum,
Terdakwa didakwa sebagai berikut:
Kesatu :
Primair :

Bahwa ia terdakwa MUH. ARLAN BAHTIAR, pada haKkamis tanggal
11 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Wita,uatetidaknya pada suatu waktu
dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat atirhan Rumah Sakit Haji
Makassar, Jalan Daeng Ngeppe Nomor 14 Kota Makastmu setidaknya pada
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahmhukengadilan Negeri
Makassar,dengan sengaja dan dengan rencana terbhlu merampas
nyawaorang lain, perbuatan tersebut dilakukan tdedakwa dengan cara sebagai
berikut :

» Bahwa pada awalnya sekitar kurang lebih 3 (tigdarbaebelum kejadian,
sepeda motor milik terdakwa telah dirusak oleh legtee orang dari
Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Makag®¥/NM) yang
mengakibatkansepeda motor terdakwa tidak bias dipergunakan lagi
sehingga terdakwa merasa dendam pada Mahasisw&akalias Teknik

UNM, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Oktol&t22sekitar pukul
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14.00 Wita, terjadi perkelahian (tawuran) antaehasiswa dari Fakultas
Teknik melawan mahasiswa dari Fakultas Sem Dasain di Kampus
UNM Parang Tambung Makassar, dimana dalam efadrian tersebut,
kedua belah pihak masing-masing ada yang miémmdeka dan dirawat
di Rumah Sakit yang sama yaitu Rumah Sakit Hajiakassar,

selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita, pada Wamis tanggal 11
Oktober 2012, masing-masing pihak datang ke Runa#ttt Baji Makassar

untuk menjenguk temannya yang dirawat di Runtdikit tersebut,
sedangkan terdakwa yang merupakan mahasiswa Fadultas Seni

dan Desain UNM Makassar juga berangkat ke &unSakit Haji

Makassar untuk menjenguk temannya, akan tewm@lum berangkat
ke Rumah Sakit, terlebih dahulu terdakwa sudadmyiapkan 1 (satu)
bilah badik dengan panjang sekitar kurang hlel#8 (dua puluh
delapan) sentimeter lengkap dengan sarungmysy terdakwa simpan
di dalam tas ranselnya, setelah itu terdakwauju ke Rumah Sakit
Haji Makassar;

Bahwa setelah terdakwa berada di Rumah Sé&ijtMakassar, terjadi
lagi keributan antara Mahasiswa Fakultas Teknik gdan Mahasiswa
Fakultas Seni dan Desain UNM, selanjutnya terdakmmag melihat

keributan tersebut kemudian mengeluarkan dan abemcl (satu) bilah
badik yang telah disiapkan sebelumnya dari datasnranselnya, setelah
itu terdakwa melihat saksi ASKAR, saksi RUSTAM, HARNTO dan

ANDI RIZKY MUNANDAR, selanjutnya terdakwa menuju karah saksi
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ASKAR dan menusuk atau menikam bagian tubuh sakSKAR
sebanyak 3 (tiga) kali, 1 ( satu) kali di bagianggang dan 2 ( dua) kali
dibagian pundak, selanjutnya terdakwa mendatarigi RUSTAM dan
menusuk atau menikam bagian tubuh saksi RUSTARasyak 1 ( satu)
kali tetapi ditangkis oleh saksi RUSTAM dengamgan kirinya sehingga
tidak mengenai bagian tubuh saksi RUSTAM;

Bahwa seharusnya terdakwa membatalkan niatnyatiai@u meneruskan
rencananya setelah menikam atau menusuk saksi ASHAR saksi
RUSTAM, akan tetapi terdakwa tetap melanjutkamatnya dan
meneruskan  rencananya sehingga terdakwa mendatalagji
HARIYANTO, kemudian menusuk atau menikam bagiaradsebelah Kkiri
HARIANTO sebanyak 1 (satu) kali dengan mengdpam badik, dan
niat atau rencana terdakwa tidak hanya sardsiu, justru terdakwa
kembali mendatangi ANDI RIZKY MUNANDAR, kemudian mesuk
atau menikam bagian dada sebelah kiri ANDI RIZKMUNANDAR
sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan badik

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yangahtehenusuk atau
menikam bagian dada sebelah kiri HARIYANTO dahDI RIZKY
MUNANDA dengan menggunakan sebilah badik masingimgasebanyak
1 (satu) kali, sehingga mengakibatkan HARIYANTdan ANDI RIZKY
MUNANDAR masing-masing mengalami luka terbuka dyilba dada kiri
dan meninggal dunia di Rumah Sakit, sesuai dengeil Hisum et

Repertum” Nomor : VER/06/X/2012/Rumkit tanggal 1&kt@ber 2012 atas
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Dada :

nama HARIYANTO, yang dibuat dan ditandatanganeho dr. EKO

YUNIANTO, Sp.F, M.Kes,dengan hasil pemeriksaan gabberikut :

Terdapat sebuah kassa warna putih di dada kigate dilekatkan dua
buah plester sejajar menyilang kekanan warna tadtelah kassa dibuka
tampak sebuah luka terbuka di dada kiri dengamgujpertama terletak
dua koma lima sentimeter sebelah kiri dariggeangah tubuh dan tiga
sentimeter di atas garis mendatar yang melevetu& puting susu.
Ujung kedua terletak lima sentimeter dari sebé&iahgaris tengah tubuh
dan satu sentimeter di atas garis mendatdimgususu, luka berbentuk
celah, dengan ukuran sebelum dirapatkan erkpaa lima

sentimeter, lebar satu koma lima sentimeteika Isetelah dirapatkan
membentuk garis lurus dengan panjang luka lseatimeter. Tepi luka
rata, salah satu sudut luka tajam, sudutngatuumpul, tebing luka
rata, tidak ada jembatan jaringan, dasar lukanbealapat ditentukan

karena luka menembus rongga dada, disekitar Idik& ada memar.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan kekerasan tajamuga luka tusuk di dada kiri

yang dapat berakibat kematian. Dan hasil “VisumRepertum” Nomor

VER/07/X/2012/Rumkit tanggal 11 Oktober 2012 atamma ANDI RIZKY

MUNANDAR, yang dibuat dan ditandatangani oleh dKCEYUNIANTO,Sp.F,

M.Kes, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai beriku

Dada
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Terdapat sebuah kassa warna putih ukuran ekamlima sentimeter
di dada kiri dengan dua buah plester satiegyilang warna coklat,
setelah kassa dibuka tampak sebuah luka terlolikdada kiri dengan
ujung pertama terletak lima sentimeter sebddaih garis tengah tubuh
dan lima koma lima sentimeter di atas gamendatar melewati kedua
puting susu. Ujung kedua terletak tujuh konmaal sentimeter sebelah
Kiri garis tengah tubuh, dan enam koma lima seriémdi atas garis
mendatar melewati kedua puting susu, lukabdyguk celah, dengan
ukuran sebelum dirapatkan panjang dua setdimnlebar satu
sentimeter, setelah dirapatkan membentuk garis ldemmgan panjang dua
koma tiga sentimeter, tepi luka rata, salah saidut luka tajam, sudut
satunya tumpul, tebing luka rata, tidak adab@t@an jaringan, dasar luka
belum dapat ditentukan karena luka menembus geondada, disekitar
luka tidak ada memar.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan kekerasan tajagrupa luka tusuk di dada

kiri yang dapat berakibat kematian.Perbuatan tevdddUH. ARLAN BAHTIAR

merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dancam pidana dalam Pasal

340 KUHP.

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa MUH. ARLAN BAHTIAR, pada hari K@éantanggal 11

Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Wita, atau setigakpada suatu waktu dalam

bulan Oktober tahun 2012, bertempat di halaman dkuBekit Haji Makassar,
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Jalan Daeng Ngeppe Nomor 14 Kota Makassar atalekaia pada suatu tempat

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengablitgeri Makassar, dengan

sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatabtergdilakukan oleh terdakwa

dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat terdakwa berada di Rumah Sakit Mddjassar untuk
menjenguk temannya yang di rawat di Rumah Sakitsebait, terjadi
keributan antara Mahasiswa Fakultas Teknik dengiamasiswa Fakultas
Seni dan Desain UNM, selanjutnya terdakwa gyaelihat keributan
tersebut langsung mencabut 1 (satu) bilah badi&ri ddalam tas
ranselnya, selanjutnya terdakwa mengejar sASKAR dan menusuk
atau menikam bagian pinggang saksi ASKAR sglat (satu) kali
dan bagian pundak sebanyak 2 ( dua) kali, setiélatierdakwa mengejar
saksi RUSTAM dan menusuk atau menikam bagiabuh saksi
RUSTAM sebanyak 1 (satu) kali tetapi ditangkieh saksi RUSTAM,
selanjutnya terdakwa mengejar HARIANTO dan menuat&u menikam
bagian dada sebelah kiri HARIANTO sebanyak 1ujsieali dan terakhir
terdakwa mengejar ANDI RIZKY MUNANDAR dan mesuk atau
menikam bagian dada sebelah kiri ANDI RIZKYUMANDAR
sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yangahtehenusuk atau
menikam bagian dada sebelah kiri HARIYANTO dan ANBIZKY
MUNANDAR dengan menggunakansebilah badik masinginga

sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengakibatkan NARITO dan ANDI
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Dada :

RIZKY MUNANDAR masing-masing mengalami luka terbudlabagian
dada kiri dan meninggal dunia setelah beberagat sdirawat di Rumah
Sakit, sesuai dengan hasil “Visum et Repertum” NOm@ER/06/X/2012/
Rumkit tanggalll Oktober 2012 atas nama HARIYANY&ng dibuat dan
ditandatangani oleh dr. EKO YUNIANTO, Sp.F, M.Kedgngan hasil

pemeriksaan sebagai berikut :

Terdapat sebuah kassa warna putih di dadad&nhgan dilekatkan dua
buah plester sejajar menyilang ke kanan waaokdat, setelah kassa
dibuka tampak sebuah luka terbuka di dada kiri gden ujung pertama
terletak dua koma lima sentimeter sebelah dari garis tengah tubuh
dan tiga sentimeter di atas garis mendatar yaglgwati kedua puting
susu. Ujung kedua terletak lima sentimeter dasekdh kiri garis tengah
tubuh dan satu sentimeter di atas garis mengatding susu, luka
berbentuk celah, dengan ukuran sebelum dkapatempat koma lima
sentimeter, lebar satu koma lima sentimetaka setelah dirapatkan
membentuk garis lurus dengan panjang luka lseatimeter. Tepi luka
rata, salah satu sudut luka tajam, sudutngatuumpul, tebing luka
rata, tidak ada jembatan jaringan, dasar |bktum dapat ditentukan

karena luka menembus rongga dada, disekitar id&k &ada memar.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan kekerasan tajagrupa luka tusuk di dada

kiri yang dapat berakibat kematian.Dan hasil “Vis@tRepertum” Nomor
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VER/07/X/2012/Rumkit tanggal 11 Oktober 2012 atamma ANDI RIZKY

MUNANDAR, yang dibuat dan ditandatangani oleh dK@E YUNIANTO, Sp.F,

M.Kes

Dada :

, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai beriku

Terdapat sebuah kassa warna putih ukuran ekamlima sentimeter
di dada kiri dengan dua buah plester saling memyil@arna coklat, setelah
kassa dibuka tampak sebuah luka terbuka dia ddd dengan ujung
pertama terletak lima sentimeter sebelah garis tengah tubuh dan
lima koma lima sentimeter di atas garis mendatatewati kedua puting
susu. Ujung kedua terletak tujuh koma limantiseeter sebelah Kkiri
garis tengah tubuh, dan enam koma lima sentimet&iad garis mendatar
melewati kedua puting susu, luka berbentuk celahgdn ukuran sebelum
dirapatkan panjang dua sentimeter, lebar satunsetr, setelah dirapatkan
membentuk garis lurus dengan panjang dua komaeigimeter, tepi luka
rata, salah satu sudut luka tajam, sudut gatummpul, tebing luka
rata, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka belapat ditentukan karena

luka menembus rongga dada, disekitar lukaktiedda memar.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan kekerasan tajagrupa luka tusuk di dada

kiri yang dapat berakibat kematian.Perbuatan tevdddUH. ARLAN BAHTIAR

merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur darcain pidana dalam Pasal

338 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukuratasi, Majelis
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berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti sesahadan meyakinkan bersalah
melakukan perbuatan pidana "Pembunuhan dan Pegganiayang direncanakan
terlebih dahulu “. Oleh karenanya, Terdakwa hdnatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkadana terhadap
Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkathal sebagai berikut:
Hal-hal yang memberatkan :

« Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkaa arang mahasiswa
meninggal dunia dan seorang mahasiswa mengalaallda ;
» Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
Hal-hal yang meringankan:

« Tidak ada, karena tidak sebanding dengan hal -yang memberatkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Majelis memohon rahmpa#laTuhan yang
Maha Kuasa, bahwa Majelis selaku manusia biasg ydak luput dari kekilafan
dan kesalahan memohon perkenanNya dalam menjatupkdema kepada
Terdakwa, Majelis setelah mempertimbangkan takapasiana, baik yang
memberatkan maupun yang meringankan, majelis begpan bahwa pidana yang
tercantum dalam amar putusan ini adalah swskguai dan setimpal dengan
perbuatan Terdakwa, oleh karena itu dipandang tepaadil ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwatidak melarikanddin atau melakukan
perbuatan pidana lagi, maka Terdakwa harwep titahan ;
Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, akan gkatadalam amar putusan
ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhinagdanaka Terdakwa
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harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) dan (2), P&s#, 353 ayat (1)

KUHP, Pasal 33 KUHP, Pasal 122, 193, 197 dag@ KI2HAP, serta ketentuan

hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI
Menyatakan TerdakwaMUH. ARLAN BAHTIAR terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidaR@mbunuhan dan
Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu’;
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena@engan pidana
penjara seumur hidup;
Memerintahkan agar Terdakwa tetap beradaathndtahanan;
Memerintahkan agar barang bukti berupa:
1 ( satu ) bilah badik bergagang kayu diikancin kuningan dengan
panjang sekitar £ 28 (dua puluh delapan) sesiér;
1 ( satu ) buah tas ransel warna coklat merk NAVAL;

1 ( satu ) lembar baju kemeja kotak-kota&rkxGabrielle size XL;

Dimusnahkan;

1 ( satu ) buah Flash Disk berisi rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya parkar sebesar

Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratajeliaHakim pada hari :

KAMIS, tanggal 16 Mei 2013 oleh kamilSJUAEDI, SH.,MH., sebagai Hakim
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Ketua Majelis,dengan PUDJO HUNGGUL H, SH, MH dan JANVERSON
SINAGA, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusanietse
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk upactka hari ini juga oleh
Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh para Hakim Anggotersebut di atas, dibantu
olehALID BURHAN,SH, Panitera Pengganti,dihadapanSUMARDI, SH.MH,
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta para PanBEsikumnya;
b). Contoh Kasus 2
PUTUSAN NO. 2062/Pid.B / 2011 / PN. Mks

‘DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan negeri Makassar yang mengadili penarkara pidana pada
tingkat pertama, dengan cara pemeriksaan biasah telenjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara terdakwa,
Nama lengkap : SAFADA TM BIN THAMRIN
Tempat lahir : Bone

Umur / tanggal lahir : 22 tahun/ 7 februari 1990

Jenis kelamin - laki-laki
Kebangsaan : Indonesiaa
Tempat tinggal : JL. Datuk Patimang No. 01 Makasksar JI Sungai Musi

Ujung, Waetuo, Kecamatan Riattang, Kab. Bone

Agama : Islam
Perkerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : SMA
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Terdakwa berada dalam rumah tahanan Negara (RUTdAMW)akassar,
sejak 12 Oktober 2012 hingga saat ini.

Terdakwa menghadap persidangan dengan didampiegi penasehat
Hukumnya, YakniNURSITAWATI, SH dan AMIRUDDIN LANNURUNG,
SH,MH. Advokat/penasihat hokum pada kantor hok&RIKANDI
KEADILAN” dan associates yang berkedudukan/beralamat disitidan No 2
Telp. (0411) 5768587 Makassar, berdasarkan Suras&ihusus tertanggal 14
Januari 2013,

Pengadilan negeri tersebut

Telah membaca berkas perkara dan surat-surathe@shgbungan dengan
perkara tersebut;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan PenuntuntJm

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti Barang Bukti yang rgitkkan
dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umumntgyéh 18 Maret
2013, yang pada pokoknya penuntut agar Majelis irHaRiengadilan Negeri
Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara iemuatuskan sebagai
berikut:

Menyatakan terdakwBAFADA TM BIN THAMRIN telah terbuti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidd@mbunuhan”

sebagaimana dalam Dakwaan Primerkami;
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1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakBAFADA TM BIN THAMRIN
dengan pidana penjara 14 (empat belas) tahun; atiguiselama terdakwa
berada dalam tahanan dengan perintah supaya teadatap ditahan;

2. Memerintahkan barang bukti berupa:

a) 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biranddalikan kepada
terdakwa; dan

b) 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam

c) 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam abu-ask RAY;

d) 1 (satu) lembar celana pendek ketat warna hitaam ; d

e) 1 (satu) lembar celana dalam warna biru

Masing-masing dikembalikan kepada keluarga korban;

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaykarse sebesar Rp.
2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan pembelaan yang diajulein penasihat
Hukum Terdakwa maupun oleh terdakwa sendiri, masgiaging tanggal 25
maret 2013, sebagaimana terlampir dalam berkds@eryang pada pokoknya
memoon agar majelis Hakim menjatuhkan putusan ntakga bahwa Dakwaan
Penuntut Umum tidak terbukti, olehnya itu membebadierdakwa dari Dakwaan
Penuntut Umum tersebut, jika Majelis berpendapat, lmohon putusan yang
seadil-adilnya dan seringan-ringannya, karena kajatersebut bukan semata-
mata atas perbuatan terdakwa sendiri, melainkaa pigicu oleh perbuatan

korban MUH.IBRAHIM Alias IBE sendiri, yang terlebildahulu melakukan
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pemukulan sebanyak dua kali yang mengena pada rbagiah terdakwa,
sehinngga terdakwa melakukan penikaman tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terthulu Majelis
akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan rmdaningankan atas
penjatuhan pidana atas diri Terdakwa :

Hal-hal Yang Memberatkan :

a) Akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulka ralska yang
mendalam, baik terdahap pihakkeluarga maupun tephadkan-rekan
mahasiswa dari korban.

b) Setelah melakukan penikaman, terdakwa tidak mekkaju adanya
kepedulian terhadap korban, justru terdakwa langsoreninggalkan
tempat kejadian dan menuju kedaerah Nunukan dim&adtan Timur.

Hal-hal yang meringankan:

a) Terdakwa belum pernah dihukum, sopan di persidadgarmenyesal atas
perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan dan alhalyhng
dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut h&magelis hukumann yang
dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putlidaawah ini adalah sesuai
dengan rasa keadilan ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 170 KUHP, B8&KUHP dan
segala pasal-pasal yang berhubungan yang terdalpat éndang-undang Nomor
8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, sertatyp@an lainnya yang

bersangkutan:
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MENGADILI
1. Menyatakan terdakwa SAFADA TM BIN THAMRIN telah berkti secara
sah dan menyakinkan besalah melakukan tindak pidBeanbunuhan”
2. Menjatuhkan pidana terhaadap terdakwa SAFADA TM BINAMRIN
dengan pidana penjara 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani olalakea akan
dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
a) 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna birenddalikan kepada
terdakwa; dan
b) 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam
c) 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam abu-ask RAY;
d) 1 (satu) lembar celana pendek ketat warna hitaam ; d
e) 1 (satu) lembar celana dalam warna biru
f) Masing-masing dikembalikan kepada keluarga korbdasHMIBRAHIM
Alias IBE;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaykanrse sebesar Rp.
2000,- (dua ribu rupiah).
Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelekim pada hari
Kamis, Tanggal 11 April 2013, oleh H. MAKMUR, SH.HM Selaku Hakim
Ketua, BONTOR AROEAN SH. MH. Dan MARINGAN MARPAUNGEH.

MH. Masing-masing selaku Hakim, pada hari seningfah 15 April 2013,
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oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggotseteut, dibantu oleh
A. HAJERAWATI, SH Panitera penuntut umum pada Kefdn Negeri

tersebut, dihadiri oleh A. SUMARDI, SH. MH. PenuntUmum pada

Kejaksaan Negeri Makassar dan dihadiri pula oletlatava dan Penasihat
Hukum terdakwa.

Pembicaraan terhadap sub judul ini dimaksud untekgetahui apa yang
menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan potuysg khusus putusan
yang mengandung pemidanaan. Sebagai asumsi awatl disgpmukakan bahwa
hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebihyakamrmenggunakan
pertimbangan yang bersifat yuridis dibanding pdsangan non yuridis. Untuk
mengetahui apa dan bagaimana sesungguhnya pergarbdrakim, tulisan ini
mencoba menggunakan salah satu putusan pengaditgri ryang tersebar di
dalam wilayah hukum daerah kota Makassar, dan aesngetelah melakukan
telaah kepada salah satu putusan pengadilan négesebut membuktikan
kebenaran asumsi diatas.

a. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam menjatutkan Putusan.

Setiap putusan pengadilan dari Pengadilan Negekiab&ar tidak luput
dengan pertimbangan-pertimbangan hukum, tidak kajana menjadi syarat
suatu putusan sebagaimana ketentuan Undang-undapig jiga untuk
memberikan dasar keyakinan dan alasan mengikat rkepan di dalam
menjatuhkan putusan.

Putusan Pengadilan Negeri Makassar yang di atasabalertimbangan

putusan Pengadilan Negeri tersebut akan dicobaalitBandengan membangi
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kedalam dua bagian, bagian pertama adalah pertgabayang bersifat yuridis
dan pertimbangan yang bersifat non yuridis, masiaging akan dibahas sebagai
berikut :

a) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang didasarkararataturan formal
sebagaimana telah dirumuskan dalam peraturan pergaghdangan dak disebut
sebagai pertimbangan yuridis. Demikian pula perdingan yang didasarkan
fakta-fakta yang mana fakta tersebut tergolong dikualifikasi sebagai fakta
yuridis maka pertimbangan hakim tersebut dapat fligamakan pertimbangan
yuridis.

b) Pertimbangan non-yuridis

Selain pertimbangan yuridis, terlihat pula dalamtupan Pengadilan
Negeri di atas adalah pertimbangan hakim yang didas pada suatu keadaan
yang tidak diatur dalam aturan perundang-undanganun keadaan tersebut baik
melekat pada diri pembuat tindak pidana maupunditark dengan masalah-
masalah sosial dan struktur masyarakat.

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan diataswabadidalam
praktek, hakim dalam menjatuhkan putusan terhadelpkp kekerasan yang
menimbulkan korban matinya seseorang, lebih banyalenggunakan
pertimbangan-pertimbangan yuridis. Karena hal bersedidasarkan pada
ketentuan perundang-undangan yang membuktikan badenauatan terdakwa
merupakan suatu tindak pidana dan menimbulkan kerdgagi orang lain serta

perbuatan tersebut dilarang oleh aturan hukumJigekadiancam dengan pidana.
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B. Penerapan Hukum Dalam Putusan Terhadap Pelaku TindaPidana
Kekerasan (Tawuran).
1. Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Pelaku Tawuran.

Perencanaan perkelahian kelompok yang menyebalbkag tain (pihak
lawan) menderita luka parah dapat dikenakan dengssal-pasal mengenai
penganiayaan misalnya Pasal 353 dan Pasal 355 KidhiiPberbunyi:

Pasal 353 KUHP:
(1) Penganiayaan dengan direncanakan lebih dulu, digidengan pidana
penjara selama-lamanya empat tahun;
(2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka yhagsalah dipidana
dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun;
(3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang makay y@rsalah dipidana
dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan.tahun
Pasal 355 KUHP:
(4) Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dipidana dengan
pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun;
(5) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang makay y@rsalah dipidana
dengan penjara selama-lamamya lima belas tahun.

Pasal lain di dalam KUHP yang dikenakan bagi pelglenkelahian
kelompok, dimana adanya orang yang meninggal duwfaa perkelahian
kelompok tersebut adalah Pasal 340 KUHP yang bgibun

“Barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan |eloilo
menghilangkan nyawa orang, karena bersalah melakpieanbunuhan
berencana, dipidana dengan pidana penjara matisatamur hidup atau
penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Upaya untuk membuktikan apakah pelaku-pelaku dadapperkelahian
kelompok itu dapat dikenakan Pasal 353, Pasal 3% Masal 340 KUHP
bukanlah hal yang mudah, sehingga memerlukan ppesesdikan dan peradilan.

Perkelahian kelompok dapat pula dikenakan Pasal H@BIP yang

berbunyi sebagai berikut berbunyi sebagai berikut:
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(1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakkgkerasan
terhadap orang atau barang, dihukum penjara sdeEmaaya lima tahun
enam bulan.
(2) Tersalah dihukum
1 dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jikdersgan sengaja
merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakyka itu
menyebabkan sesuatu luka;

2 dengan penjara selama-lamanya sembilan tahunkgkarasan itu
menyebabkan luka berat pada tubuh;

3 dengan penjara selama-lamanya dua belas tahunkgikerasan itu
menyebabkan matinya orang;

(3) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.

Selain Pasal 170 KUHP, maka pelaku perkelahianniketdk dapat pula
dikenakan Pasal 358 KUHP yang berbunyi sebagdiuteri
"Barangsiapa dengan sengaja turut campur dalamepsmgan atau perkelahian
yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selaifpatt tanggungannya
masing-masing bagi perbuatan yang khusus, dihukum:

a) Penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulanpgkyerangan atau
perkelahian itu hanya menjadikan ada orang mendialkaberat saja.

b) penjara selama-lamanya empat tahun, jika penyenaaga perkelahian
itu menjadikan ada orang mati”.

Perkelahian kelompok menurut Pasal 170 KUHP damalP2s8 KUHP

tergolong ke dalam tindak pidana kejahatan, haldegpat dibuktikan dengan
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terdapatnya unsur penting dalam perkelahian kel&mrgehingga digolongkan
sebagai tindak pidana.

Salah satu gejala yang banyak timbul atau yangabtagadi dalam
masyarakat, yaitu wujud dari salah satu kenakalmaja adalah adanya
perkelahian antar pemuda yang saling bermusuhamyadperkelahian antar
pelaku yang menggunakan kekerasan, saling serbiyemen suatu kelompok
pemuda lain, lempar melempar, pukul-memukul. Salimgnghadang di
persimpangan, membuat masyarakat menjadi ketalkd@anmerasa terganggu
lingkungannya. Bahkan perbuatan perkelahian kelémgapat menimbulkan
cacat tubuh dan kematian orang lain, sehinggadmaikdan bukan lagi kenakalan
tetapi suatu kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas maka nyatalah bahweelpéirn kelompok
pemuda dapat terlahir dari tindakan-tindakan ked@rayang menjurus kepada
tingkat membahayakan orang tua, orang lain, balnkasyarakat demikian pula
negara sekalipun.

2. Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Pelaku Tawuran

Di dalam KUHP tindak pidana kejahatan diatur daBnku 11 Bab XIX.
Tindak pidana ini termasuk delik materimdteriale delict), artinya untuk
kesempurnaan tindak pidana ini cukup dengan dilakoka perbuatan, akan
tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari pEevUItu:*®
Timbulnya akibat yang berupa hilangnya nyawa or@iag matinya orang

dalam tindak pidana merupakan syarat mutlak. Sedgadbila akibat berupa
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M. Sudradjat Bassar, 1986lihdak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang
undang Hukum Pidana’Remaja Karya, Bandung, him 121-122.
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hilangnya nyawa orang itu belum terjadi, maka beldapat dikatakan telah
terjadi tindak pidana pembunuhan. Apabila akibknginya nyawa belum terjadi,
maka yang terjadi barulah percobaan pembunuhan :
Secara umum, tindak pidana pembunuhan yang diatam KUHP dapat
dikelompokkan ke dalam 2 kelompok, yaitu:
1) Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan aggngindak
pidana ini meliputi beberapa tindak pidana pembanukaitu:
a. Tindak pidana pembunuhan pada umumnya yang melijpdak
pidana yang diatur dalam Pasal 338, 340, 344, darKB/HP.
b. Tindak pidana pembunuhan terhadap bayi pada skmtirdan atau
tidak lama setelah dilahirkan, yang diatur dalamsaP&41, 342, dan
343 KUHP.
2) Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ad&egengajaan,
yang diatur dalam Pasal 359 KUHP.
Berdasarkan pengelompokan tersebut diatas disimpullbbahwa tindak
pidana pembunuhan dapat terjadi baik karena urngsehgajaan” maupun
unsur “ketidaksengajaan”.
a) Tindak Pidana Pembunuhan Biasa
Tindak pidana pembunuhan biasa sering juga disgbuagan istilah tindak
pidana pembunuhan dalam bentuk pokok. Secara poparne tindak pidana
pembunuhan ini disebudoodslag. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 338

KUHP, yang mengatakamBarang siapa sengaja merampas nyawa orang lain,
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diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjafiag lama lima belas
tahun.

Apabila rumusan Pasal 338 KUHP diatas diperincikanansur-unsur
tindak pidana pembunuhan biasa yang diatur dalasal B88 KUHP terdiri dari:

- Unsur objektif: menghilangkan nyawa orang lain
- Unsur subjektif: dengan sengaja

Perlu dikemukakan, bahwa perbuatan menghilangkawayorang lain

sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP harusemdm3 syarat

yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan.

2. Adanya akibat berupa kematian (orang lain).

3. Adanya hubungan sebab akibaia(isal verband)antara perbuatan

dengan akibat yang berupa kematian.

Dalam tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP sgalanya wujud
perbuatan tersebut mengandung pengertian, bahwaugian menghilangkan
nyawa orang lainitu haruslah merupakan perbuatan yagwagitif atau aktif
walaupun dengan perbuatan yang sekecil apapun.péaodiuatan tersebut harus
diwujudkan secara aktif dengan gerakan sebagiagasamgubuh, tidak bersifat
pasif!°

Timbulnya disparitas pidana dalam memeriksa dangawih perkara
tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tawurdit dihindarkan, selanjutnya

dijelaskan bahwa timbulnya disparitas pidana diskfa karena :

% Togat, 2002, Mukum Pidana Materil” Djambatan, Jakarta, him. 5.
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1) Ketentuan Undang-undang.
2) Subjektifitas Hakim.
3) Tidak ada patokan yang baku (standar) dalam pdrgatpidana.

Disparitas pidana yang terjadi dalam putusan hatérhadap perkara
dengan terdakwa pelaku tawuran seringkali terjaklardnakan, karena faktor
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hal-hal yangmberatkan dan
meringankan selalu berbeda-beda di setiap kashisgsgg menghasilkan putusan
yang berbeda-beda pula. seperti yang telah dikekankai atas bahwa yang
dimaksud disparitas ada dua pengertian yaitu :

a) Pengenaan hukuman yang berbeda terhadap kasusamaag
b) pengenaan hukuman yang berbeda terhadap kasus yvapgt
dipersamakan tingkat bahayanya.

hakim dalam menjatuhkan putusan kasus perkelahiassah yang
menimbulkan matinya seseorang diatas dimungkinkabdaa dikarenakan ada
pertimbangan-pertimbangan yang berbeda dengangmehukum diatas, yang
menjadi pertimbangan hakim adalah terdakwa yangupadan seorang
mahasiswa, selalu berperilaku baik di dalam madsantn, belum perna dihukum

sebelumnya dan menyesali atas perbuatannya.
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ANALISIS

Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakiland berbagai
putusannya akan dilihat pada dua kategori. Katgggrtama akan dilihat dari segi
pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adatingbangan yang bersifat
non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridislaugertimbangan hakim yang
didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkagalam persidangan dan oleh
undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang ltmuat di dalam putusan.
Pada tulisan ini, hal-hal yang di maksudkan tersdbantaranya adalah dakwaan
jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan dasing-barang bukti, pasal-
pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebggapertimbangan yang
bersifat non yuridis adalah latar belakang dirdéémwa, keadaan sosial ekonomi
terdakwa dan lingkungan keluarga terdakwa, seki@ifagama.

Berdasarkan hasil penelitian dengan Bapak Makmun dhJ.H
Simanjuntak selaku hakim/narasumber di Pengadil&geN Makassar pada
tanggal 28 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 Agu&213 menyatakan bahwa,
hakim menjatuhkan putusan perkara pidana terhadefakp kekerasan
massal/perkelahuan massal (Tawuran) yang dilakuah mahasiswa yang
bersangkutan, maka hakim melihat faktor apa sajg ypat meringankan atau
memberatkan pelaku tindak pidana, yaitu antara:lain

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terthulu Majelis
akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan rmdaningankan atas

penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, seperti ¢tohtdan 2 yaitu :
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a) Contoh Kasus 1
Hal-hal yang memberatkan :
« Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkaa arang mahasiswa
meninggal dunia dan seorang mahasiswa mengalaallda ;
* Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
Hal-hal yang meringankan:

 Tidak ada, karena tidak sebanding dengan hal -yang memberatkan;
b) Contoh Kasus 2
Hal-hal Yang Memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulka ralska yang
mendalam, baik terdahap pihakkeluarga maupun tephadkan-rekan
mahasiswa dari korban.

- Setelah melakukan penikaman, terdakwa tidak mekkaju adanya
kepedulian terhadap korban, justru terdakwa langsoreninggalkan
tempat kejadian dan menuju kedaerah Nunukan dim&adian Timur ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum, sopan di persidadgarmenyesal atas
perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan dan alhalyhng
dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut h&tmagelis hukumann yang
dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putlidaawah ini adalah sesuai

dengan rasa keadilan.
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Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 170 ayat 2 dddHP, Pasal 351
KUHP, Pasal 358 KUHP, Pasal 388 KUHP dan dapat fliganakan Pasal 55
KUHP apabila terjadinya turut serta/terlibatnyaeseang secara bersama-sama
dalam suatu tindak pidana, dan segala pasal-pasay yerhubungan yang
terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 198ttamg Hukum Acara
Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan:

Kebebasan hakim bukan berarti bahwa hakim dapabubersesuka
hatinya, namun hakim harus mempertanggung jawabkgputusan seperti
ketentuan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang pokok-pdieikuasaan kehakiman,
dimana hakim harus berdasarkan alasan-alasan danlgngan-pertimbangan.

Sebagai asumsi awal dapat dikemukakan bahwa hakmmdmenjatuhkan
putusan cenderung lebih banyak menggunakan penigalbayang bersifat yuridis

dibanding pertimbangan non yuridis.
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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
( BADAN KESBANGLINMAS )

Jl Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Juni 2013

Nomor : 074/1290/ Kesbang / 2013 Kepada Yth.
Perihal  : Rekomendasi [jin Penelitian .~ Gubernur Sulawesi Selatan
. Up. BALITBANGDA
Provinsi Sulawesi Selatan

Di
MAKASSAR
Memperhatikan surat :
Dari : Ketua Program Studi Fakultas Hukum UMY
Nomor : 052/ A4-T/VI2013
Tanggal : 13 Jum 2013
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat pemohonan dan osal ¢ ajukan, maka dapat

diberikan surat rekomendasi tidak - an v me t an penelitian dalam
rangka penyusunan Tugas A' ir de ;0 PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM ™M7™NJ U <A F 1 SA {KARA PIDANA
TERHADAP PFL E < A N L AI ( VURAN) ANTAR
MAHASISWA Kk .. L A = 4k a

Nar g : D I

N : 61 0l

F ur : .Hu n

Fioas : ukum v ita Livhammadiyah Yogyakarta

Ik /¢ y ! : lakasse ’r .nsi Sulawesi Selatan

“al P odl n : misd .gustus 2013

1 1 ny 1 maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat
ik 1 1.atuan / fasilitas yang dibutuhkan.

epaca yang bersangkutan diwajibkan :
1. Menghormati  dan mentaati  peraturan dan tata tertib yang berlaku di
wilayah penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada

kaitannya  dengan judul penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY;

Rekomendasi [jin penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang
tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Ketua Program Studi Fakultas Hukum UMY;
6‘ Yang bersangkutan.
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PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 — 315867 Fax +62411 — 315867
Email : Kesbang@makassar.qo.id Home page : hitp.www.makassar.go.id

Nomor
Sifat
Perihal

Tembusan :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas Prop. Sul — Sel. di Makassar;

Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul Sel di Makassar;
Kepala Kesbang Linmas Di Yogyakaria;

Mahasiswa yang bersangkutan;

PN

Makassar, 23 Juli 2013

5 Kepada

070/ 2Lz2 -1l IKKBL/VI2013 Yth. 1. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
| : DAN CATATAN SIPIL
. Rekomendasi Penelitian KOTA MAKASSAR

2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
_KOTA MAKASSAR

3. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA KOTA MAKASSAR
4. KEPALA KANTOR ARSIP,

PERPUSTAKAAN DAN PENGOLAHAN

DATA KOTA MAKASSAR
Di-
MAKASSAR
Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Badan Kcordinasi Pen- wm: Modal Daerah
Provinsi Sulawesi' Selatan Nomor : 0189 / P~ 3KP 19 SP/O7/VI/2013,
Tanggal 19 Juni 2013, Perihal tersebut o 3, Mi ber. i disampaikan
kepada Bapak bahwa :

Nama ar .

Stambuk /Juirus < 3C 00 uH

Instansi ke 1 N a wa

/ nat: el S5 o N oy vy ara

i ERT Bt A I KIM  DALAM  MENJATUHKAN

PUTU. 7 “Ri .. PIDANA TERHADAP PELAKU
KEKE, 7Ai [TASAL (TAWURAN) ANTAR MAHASISWA DI
KOTA  |KASS,

e ke d 21 20 an Penelitian pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam
ran y. W n okripsi sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan
u tan 123 Julis/d 19 Agustus 2013.
Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat menyetujui
dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperiunya.
Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang
bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Kantor
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
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PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

JURACKARTININO IS23 TELEPON 0411 3624058 FAX 1 0411 30634667
WIEBSITE @ www,pn-makassar.go.id  EMALL : pn.makassar@gmail.com

MAKASSAR 90111

Makassar, 19 Agustus 2013

SURAT KETERANGAN
Nomor - W22-U.1/19 6& HKM/VI1112013

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri

Makassar :

RAMLI DJALIL.SH.,MH

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : : ADNAN M

No.Mahasiswa 1 20090610001

Alamat :JlLPemuda Il No.” RT We © b

Judul Skripsi HMPERTIN A I K L L a4 IE ATUHKAN
2L S. Il R AF DA R AD. PELAKU
I <« R d M A (TA.wURAN) ANTAR

'L \& WAD .0 \MAKASSAR”.

E rar 1t a¢ m 1 I ar penelitian di Pengadilan Negeri Makassar.
sejak te jgal 7 _. 2 3 sampai dengan tang"galﬁ19 Agustus 2013, dan telah
dibimbir /

1 Dr. H Zulfahmi, SH.M . Hum

2. Makmur, SH..MH

3. J.J H.Simanjuntak, SH

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan
dari Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta .
tanggal 13 Juni 2013 dengan‘Nomor - 052/A.4-11/V1/2013.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperiunya.

" . PANITERAISEKRETARIS, | -

. NIP.4962123119910310045
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